
BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 12 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2018 - 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang a. Bahwa Dolrumen Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

i Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan;

c. Bahwa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan memerlukan
adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Beji sebagai dokumen perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periocle 5
(Hrna) tahun;



Mengingat 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Rencana Strategis Kantor Kecamatan Beji Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2018-2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



Menetapkan 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781) ; 

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2009-2029; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2018-2023. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
STRATEGIS KANTOR KECAMATAN BEJI KABUPATEN 
PASURUAN TAHUN 2018-2023 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2 . Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan. 
3 . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4 . Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur pembantu Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. 



7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang 
selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Beji yang 
selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Beji adalah dokumen 
perencanaan Kecamatan Beji untuk periode 5 (lima) tahun. 

8 . Rencana Strategis Kecamatan Beji yang selanjutnya disingkat Renstra 
Kecamatan Beji adalah dokumen perencanaan Kecamatan Beji untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

9 . Rencana Kerja Kecamatan Beji yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan 
Beji adalah dokumen perencanaan Kecamatan Beji untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

BAB II 
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA 

KECAMATAN BEJI 

Pasal2 

(1) Perubahan Renstra Kecamatan Beji Tahun 2018-2023 merupakan 
penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-
2023. 

(2) Perubahan Renstra Kecamatan Beji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Beji dalam menyusun Renja 
Kecamatan Beji dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan 
RKPD. 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Beji disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN; 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

: GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEJI; 

: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BEJI ; 

: TUJUAN DAN SASARAN; 

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; 

: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 

: PENUTUP. 

Pasal 4 

Perubahan Renstra Kecamatan Beji berikut matriknya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Camat Beji wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Beji dalam rangka 
mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam 
Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. 



BAB III 
PENGENDALIAN DAN EV ALUASI 

Pasal 6 

( 1) Cam.at Beji wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Beji

(2) Kantor Kecamatan Beji menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Cam.at
Beji.

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Beji Tahun 2024, 
Renstra Kecamatan Beji Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan 
untuk menyusun Renja Kecamatan Beji Tahun 2024. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati 
Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappeltbangda 

Cam.at Beji 

Kabag. Hukum 

Sekretaris Kecamatan 

Kabid. PPM 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

                 ttd

'� 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

             ttd.

M. IRSYAD YUSUF

ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR I.� 



I. UMUM.

PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR    12 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 

KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2018 - 2023 

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun 

perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan 

yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra 

Kecamatan Beji, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun 

kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Beji harus selaras 

dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatomya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Beji dan Renja 

Kecamatan Beji, Kecamatan Beji melakukan koordinasi, sinergi dan 

harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan 

Perubahan Renstra Kecamatan Beji dilakukan satu bulan setelah 

penetapan penyusunan Perubahan RPJMD. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Beji meliputi, 

Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan 

Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Beji /lintas Renstra 

Kecamatan Beji, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra. 

Renstra Kecamatan Beji memuat tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap Kecamatan Beji yang disusun berpedoman kepada RPJMD 

dan bersifat indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 



Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: 

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7 

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Beji Tahun 2018-2023 ini 

dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja 

Kantor Kecamatan Beji Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 

disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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KECAMATAN BEJI 



1.1 Latar Belakang 

LAMPIRAN : PERATURANBUPATIPASURUAN 
NOMOR T AHUN 2022 
T ANGGAL 2022 

BABI 

PENDAHULUAN 

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Kecamatan 

Beji merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu I (satu) sampai 

dengan 5 (lima) tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang 

dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, Proses ini menghasilkan 

suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran 

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 

Renstra Perubahan Kecamatan Beji Tahun 2019-2023 

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Kecamatan 

Beji, Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Renstra Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Beji berfungsi sebagai dokumen 

perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran 

Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan J angka 

Menengah Daerah ( RPJMD ) sekaligus menjabarkan potret permasalahan 

pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang 

bersangkutan. Renstra Perubahan Kecamatan Beji memuat indikasi daftar 

program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud 

secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD, dengan mengacu 

pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada 

satuan kerja yang bersangkutan. 

Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Kecamatan Beji, dari 

satu s1s1 merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dari sisi lain merupakan 

dokumen induk perencanaan bagi Kecamatan Beji. Renstra Kecamatan Beji 

harus dijadikan rujukan oleh Pimpinan/ pejabat Kecamatan dalam menyusun 

Rencana Kerja Tahunan. maka perlu dilakukan penyusunan dan 

penyempurnaan agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan 

adanya perubahan pada RP JMD Pemerintah Kabupaten maka seluruh renstra 

satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan. 



Keterkaitan Renstra Perubahan Kecamatan merupakan bagian dari 

RPJMD Kabupaten Pasuruan, Hal inilah yang melatar belakangi Rencana 

Strategis Kecamatan Beji perlu disusun dan diimplementasikan dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan SKPD. 

Gambar 1.1 

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini : 

RT.RW RPJMD 

Mempedomi t j Mengacu 
,-----------, 

DOKUMEN 
PERENCANAAN 

LAIN 

RENSTRA 
KEC.BEJI ....... I __ RKP_» _ _.. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang 

perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang­

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional Dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan 

perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum. 

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap SKPD 

termasuk Kantor Kecamatan Beji diharuskan menyusun Rencana Strategis 

Perubahan (Renstra-P) kurun waktu 2019-2023 untuk menjadi pedoman 

pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan 

Visi, Misi Bupati Pasuruan Periode 2019-2023. 



1.2 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014; 

11. Peraturan Kemendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

12. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional /Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Negara Oemberdayaan Permpuan dan Perlindungan 

Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor: 

050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 Tentang Strategi 

Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui 

Perencanaan dan Penganggaran yang ResponsifGender (PPRG); 

13. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 



16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian 

aturan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011, tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 

Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-

2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, 

Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa 

Timur 2005 - 2025; 

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten 

Pasuruan 2005-2025; 

25. Peraturan Daerah Nomor ...... .. Tahun 2021 Tentang Perubahan 

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023; 

26. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Kecamatan; 



27. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2018 - 2023; 

28. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2018-2023; 

29. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana 

Strategis (RENSTRA) Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 

- 2023; 

30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan 
Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten 
Pasuruan. 



1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) 

Kecamatan Beji ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelasksanaan 

pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan 

strategis di wilayah Kecamatan Beji guna mewujudkan keadaan kedepan yang 

diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua 

lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan 

pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif 

mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. 

1.3.2 Tujuan 

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) 

Kecamatan Beji Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : 

Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Beji sebagai 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 

Sebagai pedoman Kecamatan Beji dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) 

tahun kedepan; 

Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara 

berkelanj utan. 

Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian 

antar pelaksanaan kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan Beji 

dilingkungan Wilayah Kabupaten Pasuruan; 

Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi tujuan, sasaran, 

strategi dan kebijakan program (kegiatan) pembangunan sesuai tugas 

pokok dan fungsi Kecamatan; 

Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara 

partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, 

penuangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program 

kerja; 

Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 
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BAB II 
GAMBARANPELAYANANSKPD 

2.1 Togas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Beji 

Kecamatan Beji merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di 

Kabupaten Pasuruan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai 

unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. 

Kecamatan Beji dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai 

koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Beji mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas 

pemerintahan lainya. Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Beji, Berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016, yaitu :. 

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian 

urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

2. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan 

mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang­

undangan; 

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau 

kelurahan; 

h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang 

dilimpahkan kepada camat; 

1. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; 

J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesua1 dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai 

berikut : 

a. Camat; 

- Tugas 

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah 

kerjanya. Disamping itu, Camat mempunyai tugas umum pemerintahan 

yang meliputi : 

• Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

• Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

• Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang­

undangan; 

• Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

• Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan; 

• Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa Melaksanakan 

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau 

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

- Fungsi 

Fungsi Camat antara lain : 

• Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari 

Bupati; 

• Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan; 

• Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

b. Sekretariat Kecamatan; 

- Tugas 

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, 

kepegawaian dan keuangan. 

- Fungsi 

• Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan 

pelaporan; 

• Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan 

pengevaluasian program; 



• Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi urn.um, kepegawaian, dan 

keuangan; 

• Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan; 

• Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

c. Kasubag Umum dan Kepegawaian; 

- Tugas 

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata 

usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pemeliharaan. 

- Fungsi 

• Menyiapkan bahan pengelolaanadministrasi urn.um dan kepegawaian; 

• Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan; 

• Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas; 

• Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas; 

• Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

umum dan kepegawaian; dan; 

• Penyusunan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan; 

• Pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan 

pengars1pan; 

• Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas; 

• Pengelolaan adm. kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Kecamatan 

d. Kasubag Penyusunan Program Dan Keuangan; 

- Tugas 

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan 

penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan 

serta pembuatan laporan. 

- Fungsi 

• Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan 

dan program; 

• Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun 

pembangunan; 

• Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan/program; 



• Menyiapkan bahan laporan, monitoring clan evaluasi pelaksanaan 

program; 

• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

• Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah 

• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai 

• Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil 

pengawasan; dan 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Kecamatan. 

e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

- Tugas 

Melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 

- Fungsi 

• Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan 

umum; 

• Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasikegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat 

kecamatan; 

• Menyiapkan bahan pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; 

• Menyiapkan bahan pelaksanakan koordinasi dengan satuan kerja 

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan 

peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang­

undangan dan/atau kepolisian RI; 

• Menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib 

administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

• Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberikan bimbingan, superv1s1, 

fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau 

kelurahan ; 

• Menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat desa dan/atau lurah ; 

• Menyiapkan bahan pelaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati 

kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 



f Seksi Ketentraman clan Ketertiban 

- Tugas 

Melakukan urusan bidang ketentraman clan ketertiban serta pembinaan 
Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. 

- Fungsi 

• Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman; 

• Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan; 

• Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, 

umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan 

stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional; 

• Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan 

peraturan perunclang undangan ; 

• Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi 

terkait dalampenyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

diwilayah kecamatan ; 

• Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka 

agama yang berada diwilayahkerja kecamatan untuk mewujudkan 

ketentraman clan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

- Tugas 

Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non 
fisik, perekonomian, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup. 

- Fungsi 

• Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan 

sarana dan prasarana; 

• Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut 

serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam 

forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan 

kecamatan; 

• Pelaksanaan pembinaan terhaclap lembaga-lembaga perekonomian 

desa/kelurahan serta melakukan penclataan industri kecil clan 

kerajinan serta usaha gotong royong; 

• Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang 

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberclayaan masyarakat 

diwilayah kerja kecamatan; 



• Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh 

unit kerja pemerintah maupun swasta ; 

• Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan 

fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum ; 

• Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan 

keluarga tingkat kecamatan ; 

• Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat. 

h. Seksi Kesejahteraan Sosial 

- Tugas 

Melakuk:an perencanaan dan pembinaan kesejahteraan sosial dan 

lingkungan hidup. 

- Fungsi 

• Pelaksanaan penyusunan program dan me}akukan pembinaan 

kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; 

• Pelaksanaan penyusunan program dan melakuk:an pembinaan dalam 

upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi 

masyarakat dan pemberantasan penyakit menular, 

• Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pendidikan 

kepemudaan dan olah raga; 

• Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian 

lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta 

masyarakat dalam kebersihan; 

• Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan 

masyarakat huk:um adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak 

tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarat setempat ; 

• Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial 

kemasyarakatan 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat. 
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MASYARAKAT 



lndikator Kinerja 1esuai Tu gas dan 
Target 

No. Target SPM TargetlKK indikator 
Fungsl SKPD 

lainnya 

1 2 3 4 5 

1 Skor lndeks Kepuasan Masyarakat n/e n/a n/a 

Persentase penyelesaian kasus 
2 kamtranbbmas sesuai kewenangan n/a n/a n/a 

kecamatan 

3 
Persentase Desa / Kelurahan yang 

n/a n/a n/a 
Melaksanakan Admlnistrasi dengan Baik 

4 
Persentase Meningkatnye SOM Aparatur n/a n/a n/a 
Desa yang dibina 

5 Ketersediaan Stander! Pelayanan Publik n/a nla n/a 

6 
Persentasa Pencapaian Target PBB / IMB 

n/a n/a n/a 
/REKLAME 

7 
Pelaksanaan Lembaga/Organisasi 

n/a nla n/a 
Masyrakat yang dibina 

Persentase Desai Kelurahan Yang 
8 menyampaikan Laporan Keuangan T epat n/a nla n/a 

Waktu dan Sesuai Ketentuan 

9 
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

n/a n/a n/a 
Terhadap Pelayanan Administrasi 

10 
Porsentasa Aspirasi dan Permintaan 

n/a n/a n/a 
Pelayanan yang Dapat difasilitasi 

11 
Persentase Kasus Kamtrantibmas yang 

n/a n/a nla 
ditindaklanjuti sesuai kewenangan 

12 
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

n/a n/a nla 
Pemerintah (SAKIP) Kecamatan 

13 Nilai lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rJa n/a nla 

2016 

6 

Balk 

85% 

85% 

85% 

Baik 

85% 

2Lmbg 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

Tabel 2.1 
Pencapaian Klnerja Pelayanan Kecamatan Beji 

Kabupaten Pasuruan 

Target Renstra SKPD tahun ke-

2017 2018 2019 2020 2016 

7 8 9 10 11 

Baik n/e n/a n/a Baik 

90% n/a n/a n/a 80% 

90% n/a n/a n/a 82% 

90% n/a n/a n/a 83% 

Baik n/a nla nla Baik 

90% n/a n/a n/a 85% 

2Lmbg nla n/a n/a 2Lmbg 

n/a 95% n/a n/a n/a 

n/a Baik n/a n/a n/a 

nla 95% n/a n/a n/a 

n/a 95% n/a nla nla 

nla nla n/a 60,00 n/a 

n/a nla n/a 87,14 n/a 

Realiaasi capaian tahun ke- Rasio capaian pada tahun ke-

2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 202t 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Baik n/a n/a n/e Baik Baik n/a nla n/a 

85% n/a nla n/a 94,12 94,44 n/a nla n/a 

88% nla n/a n/a 96,47 97,82 n/a nla nla 

89% n/a nla n/a 97,36 98,97 n/a n/a n/a 

Baik nla n/a nla Baik Baik n/a nla n/a 

90% nla n/a n/a 100 100 n/a n/a n/a 

2Lmbg nla n/a n/a 2Lmbg 2Lmbg n/a nla n/a 

n/a 95% n/a n/a n/a nla 100% n/a n/a 

nla Baik n/a n/a nla n/a Baik n/a n/a 

nla 95% n/a n/a n/a nla 100% n/a n/a 

nla 100% n/a nla nla n/a 105% n/a n/a 

n/a nla nla 62,25 rJa n/a nla rJa 103 

nla nla nla 85,25 rJa nla nla n/a 97,83 



2.2 Sumber Daya Kecamatan Beji 

a. Kondisi Umum 

Luas Wilayah Kecamatan Beji 38,79 Km merupakan 3,14 % dari luas 

wilayah Kabupaten Pasuruan. Secara umum Kecamatan Beji mempunyai 

iklim tropis yang terbagi dalam dua musim yaitu musim hujan dan musim 

kemarau. Wilayah Kecamatan Beji sangat strategis untuk pengembangan 

pembangunan karena berada di jalur utama Surabaya - Bali sehingga 

potensi pengembangan sangant luas, 

sebagai berikut : 

Kecamatan Beji dengan Batas-batas 

Sebelah Utara 
Sebelah Timur 
Sebelah Selatan 
Sebelah Barat 

Kecamatan Jabon Kah. Sidoarjo 
Kecamatan Bangil Kab. Pasuruan 
Kecamatan Pandaan Kab. Pasuruan 
Kecamatan Beji Kah. Pasuruan 

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Beji ± 38,79 Ha yang menurut 

penggunaannya terbagi atas : 

NO JENIS LUASWILAYAH 

1. Tanah sawah 1669.00 Ha 

2. Tanah tegal/kering 574.30 Ha 

3. Tanah hutan 120.00 Ha 

4. Bangunan & pekarangan 1511.75 Ha 

5. Lain-lain 105.00 Ha 

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Beji terdiri dari 2 ( dua ) 

Kelurahan dan 12 Desa,yang terdiri dari : 

1. Kelurahan Pagak 

2. Kelurahan Glanggang 

3. Desa Gajahbendo 

4. DesaBeji 

5. Desa Kedungboto 

6. Desa Kedungringin 

7. Desa Gununggangsir 

8. Desa Wonokoyo 

9. Desa Sidowayah 

10. Desa Bauujeng 

11. Desa Cangkringmalang 

12. Desa Gunungsari 

13. DesaKenep 

14. DesaNgembe 



Berdasarkan kondisi fisik tanah yang memiliki kecenderungan 

untuk lahan pertanian tanaman pangan dan perikanan, di wilayah 

Kecamatan Beji seluas 38,79 Km. dan keadaan klimatologinya Wilayah 

Kecamatan Beji memiliki iklim kering dan jumlah curah hujan sebesar 

87 hari dalam setahun dengan curah hujan 1.532 mm dengan rata - rata 

139.18 mm per hari bulan dengan bulan basah antara bulan Nopember 

sampai dengan bulan Maret, sekaligus menggambarkan kondisi fisik 

tanah merupakan dataran rendah dan tingkat kesuburan tanah yang 

didukung adanya aliran sungai. 

Disamping itu letak dan posisi wilayah Kecamatan Beji 

berada pada ketinggian ± 15 m/dpl, dengan curah hujan setiap 

tahun rata - rata 1 - 60 mm/hr. Pada umumnya wilayah Kecamatan 

Beji (60% dari luas wilayah) merupakan tanah yang subur dan sangat 

cocok untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, sedangkan 25% 

merupakan tanah kurang subur clan cocok untuk dikembangkan sebagai 

areal industri dan sisanya 15% merupakan tanah tandus yang cenderung 

dapat dikembangkan sebagai areal permukiman. 

Adapun Produk Unggulan yang dihasilkan oleh perajin - perajin di 

Wilayah Kecamatan Beji yaitu : 

Busana Muslim ( Bordir ) Konfeksi Desa Beji & Desa Gajahbendo 

Buah Siwalan serta produksi Legen merupakan produk unggulan 

dari Desa Gunungsari 

Kopyah dan kerudung merupakan produk dari Desa Ngembe & 

Desa Gajahbendo 

Ditinjau dari segi geografis Wilayah Kecamatan Beji sangat 

menguntungkan dan menunjang terhadap pelaksanaan Pembangunan 

Daerah karena sebagai pintu gerbang dan wajah Kabupaten Pasuruan 

dalam keberhasilan Pembangunannya serta letaknya ditepi Jalan Raya 

antara Surabaya - Pasuruan. 

b. Demografi / Keadaan Penduduk 

Penduduk wilayah Kecamatan Beji berjumlah 78.969 jiwa yang 

terdiri clari 38.527 orang laki-laki clan 40.442 orang perempuan dengan 

jumlah Kepala Keluarga 27.237 orang. 



Sedang penduduk di tiap Desa/Kelurahan sebagai berikut : 

No Desa / Kelurahan Jumlah Penduduk Ket. 

1. Kelurahan Pagak 3.790 Jiwa 

2. Kelurahan Glanggang 4.208 Jiwa 

3. Desa Gajahbendo 3.376 Jiwa 

4. DesaBeji 10.998 Jiwa 

5. Desa Cangkringmalang 11.005 Jiwa 

6. Desa Kedungboto 2.199 Jiwa 

7. Desa Kedungringin 8.174 Jiwa 

8. Desa Gununggangsir 10.890 Jiwa 

9. Desa Wonokoyo 5.027 Jiwa 

10. Desa Gunungsari 3.620 Jiwa 

11. Desa Baujeng 6.005 Jiwa 

12. Desa Sidowayah 3.290 Jiwa 

13. Desa Kenep 2.739 Jiwa 

14. DesaNgembe 3.599 Jiwa 

Jumlah penduduk di Kecamatan Beji sebanyak 78.738 Jiwa dimana 

mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan rincian: 

Laki-laki 
Perempuan 

38.527 Jiwa 
40.442 Jiwa 

Adapun kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Beji merupakan 

masyarakat yang heterogen dengan bermacam-macam mata pencaharian 

yaitu Petani Sawah, Petemak, Buruh Tani, Buruh Industri, Pedagang, 

Pengusaha Sedang, Pengrajin/Industri Kecil dan Pegawai. 

Hal ini dapat diprosentasekan sebagai berikut : 

Petani Pemilik Tanah 21 % 
Petani Penggarap Tanah 6 % 
Petani Penggarap / Penyekap 15 % 
Buruh Tani 38 % 
Pengusaha Sedang 0,04 % 
Pengrajin / Industri Kecil 2 % 
Buruh Industri 3,9 % 
Buruh Bangunan 3 % 

Buruh Perkebunan 0,06 % 
Pedagang 2 % 
Pengangkutan 1 % 

Pegawai Negeri Sipil 1 % 
TNI/POLRI 1 % 
Pensiunan ( TNI/POLRI / PNS) 1 % 
Petemak 5 % 



c. Kelembagaan 

Dengan dikeluarkannya UU Nomor : 32 Tahun 2004 yang 

merupakan system Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara 

organisatoris belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dengan 

demikian masih perlu diadakan pembenahan dan penyempumaan 

tugas dan mekanisme kerja terutama tugas dari masing-masing 

perangkat desa. 

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Beji 

antara lain : 

• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

• Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

• Rukun Warga, Rukun Tetangga 

• Badan Perwakilan Desa (BPD) 

Lembaga Fungsional yang terdapat di wilayah Kecamatan Beji 

antara lain : 

■ Karang Taruna 

■ HIPPA 

■ Kelompok Tani 

■ Komite Sekolah 

■ L . S. M. dll. 

Lembaga-lembaga tersebut diatas dalam pelaksanaannya masih 

membutuhkan pembinaan-pembinaan. 

d. Kepemerintahan 

Dengan diberlakuk:annya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 

banyak perubahan yang mendasar terjadi, terutama dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian prinsip-prinsip 

dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap 

yaitu : 

Prinsip Keanekaragaman; 

Prinsip Partisipasi; 

Prinsip Otonomi Asli; 

Prinsip Demokratisasi; 

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. 



Pelimpahan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan 

salah satu dari beberapa urusan yang telah dilimpahkan oleh Bupati 

kepada camat. Pelimpahan tersebut mempunyai tujuan untuk 

mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan dan 

pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, karena 

Camat merupakan unsur perangkat daerah yang berada dalam barisan 

terdepan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan desa. 

Disamping pelimpahan urusan pemerintah desa ada tiga ( tiga ) urusan 

yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu urusan pemerintahan 

umum urusan perijinan dan urusan pertanahan. Dengan adanya 

pelimpahan urusan tersebut maka beban dan volume pekerjaan pada 

pemerintah kecamatan dari waktu ke waktu semakin meningkat 

sehingga diperlukan adanya managemen aparatur yang lebih mantap 

dengan sikap mental yang lebih filosofis terhadap pancasila dan undang­

undang dasar 1945. Pelaksanaan urusan-urusan yang dilimpahkan 

Bupati kepada Camat adalah suatu bentuk pelayanan terhadap 

masyarakat yang hams mengacu pada semangat reformasi dengan 

mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran 

dan keterpaduan pelaksanaan tugas fungsii penyelenggaraan 

pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktekan yang 

bersih dan mampu menyediakan public goods and sevices sebagaimana 

yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti halnya pemerintah daerah, 

kecamatan suatu unit pelayanan di tingkat paling depan hams mampu 

memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan kepuasan 

tersendiri kepada masyarakat. 

e. Somber Daya Kecamatan Beji 

Sumber Daya atau Jumlah Pegawai pada Kecamatan Beji dapat 

dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan 

eselon. 

Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Beji: 

Pegawai/ Jenis Kelamin 
No Jumlah 

Somber Daya Laki-laki Perempuan 

1. PNS / ASN 14 3 17 

2. CAPEG - - -

3. PTT 6 - 6 

4. THL / TPKL 7 6 13 



Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Beji dapat 

dikelompokkan menjadi : 

Pangkat/ Jenis Kelamin 
No Jumlah 

Golongan Laki - laki Perempuan 

1. IVb 1 - 1 

2. IV a - 2 2 

3. III d 1 - 1 

4. III C 4 - 4 

5. Ill b 2 - 2 

6. III a - - -

7. II d 4 - 4 

8. II C 2 1 3 

9. Ilb - - -
10. II a - - -

Menurut tingkat pendidikan, pegawa1 Kecamatan Beji dapat 

dikelompokkan menjadi : 

Jenis Kelamin 
No Pendidikan Jumlah 

Laki - laki Perempuan 

1. Pasca Sarjana 1 2 3 

2. Sarjana 6 - 6 

3. Sarjana Muda - - -

4. SLTA 6 1 7 

5. SLTP - - -

6. SD - - -

Menurut eselon, pegawai Kecamatan Beji dapat dikelompokkan 

menjadi: 

Jenis Kelamin 
No Eselon Jumlah 

Laki- laki Perempuan 

1. Illa 1 - 1 

2. III b - 1 1 

3. IV a 4 - 2 

4. IVb 3 1 4 



f. Sarana Dan Prasarana 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional di 

Kecamatan Beji di dukung dengan adanya Sarana dan Prasarana antara 

lain : 

Nama Barang Jumlah Kondisi 

Kendaraan dinas roda 4 2 Unit Baik 

Kendaraan dinas roda 2 6 Unit Baik 

Komputer 11 Unit Baik 

Printer 11 Unit Baik 

Brankas 1 Buah Baik 

Mesin ketik 1 Unit Baik 

Kamera 2 Unit Baik 

Laptop 6 Unit Baik 

Sound Sistem 2 Set Baik 

Pendopo / Aula 1 Buah Baik 

Gd. Serba Guna 1 Buah Baik 

Filling Kabinet 9Buah Baik 

LCD Proyektor 2 Buah Baik 

TV LCD - 1 Buah Baik 

Mesin Absensi 1 Unit Baik 

Almari Kayu 8Buah Baik 

Kursi Tunggu 6 Buah Baik 

Sofa 3 Set Baik 

Kipas Angin 7 Unit Baik 

Meja Rapat Panjang 22 Buah Baik 

AC 14 Unit Baik 

Genset 1 Unit Baik 

Thermogun 6 Unit Baik 



PROGRAM 
2016 2017 

1 2 3 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIN 425.387.500 471.175.290 
PERKANTORAN 

1.1 Penytdian Jasa Komunllclsl Sumber daya air dan 2S.800.000 27.600.000 

1.2 Penytdlan Jasa Admistrasf Keuangan 3S.160.000 40.560.000 

1.3 Penyedlaan Jasa Keberslhan Kantor 31.500.000 4S.000.000 

1.4 Penytdlaan Alat 1 u1ls Kantor 12.000.000 10.915.290 

1.S Penytdtan Barang cetak1n foto copy dan 10.000.000 6.000.000 

1.6 Penytdlan Komponen Ustrik/Penerangan Gedung 4.000.000 4.000.000 

1.7 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 

1.8 Penye<llaan Peralatan R.umah Tangga 4.000.000 5.000.000 

1,9 Penyedlan Makanan dan minuman 21.000.000 21.000.000 

1.10 
Rapat•rapat koordlnasi dan konsultasi ke luar 
Oaerah 

26.900.000 36,250.000 

1.11 Penyediaan Jasa Perkantoran 215.610.000 274,850.000 

1.12 Rapat-rapat koordfnasl dan konsultasi dalam Oaerah 39.417.500 

PROGRAM PENINGKATAN $ARANA DAN 223.867. 790 153.200.000 
PRASARANA APARATUR 

2.1 Pembangunan Gedung Kantor 33.500.000 

2.2 Pengadaan Kendaraan Olnas 60.000.000 

2.3 Pengadaan Perlfflgkapan Rumah Jabatan Oinas 2.500.000 

2.4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 26.950.000 8,000.000 

2.5 Pengadaan peralatan Rumah Jabatan Oinas 3.000.000 

2.6 Pengadaan Mebelair 99.000.000 

2.7 Pengadaan peralatan Kantor 5.600.000 33.000.000 

2.8 PemeHharaan rut!n berkala Rumah Olnas 

2.9 Pe~llharaan rutin berkala Gedung Kantor 8.000.000 8.000.000 

2.10 
Pemeliharaan rutln berkala Kendaraan dinas 

43.317.790 36.200.000 
Operaslonal 

2.11 
Pemeliharaan rutfn berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor 

2.12 Pemeliharaan rut!n berkala Mebelair 

2.13 Pemeliharaan rutln berkata Peralatan Kantor 5.000.000 S.000.000 

2.14 Rehab Sedang Berat rumah Dinas 

2.15 Rehab Sedang Berat rumah Gedung Kantor 

2.16 Pembangunan Tempat Parklr 

2.17 Rehabrlitasi Pagar Pengamanan Kantor 

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.000.000 10.500.000 

3.1 Pengadaan Mesin/kartu Absensl 

3.1 Pengadaan Pakalan Olnas beserta kelengkapannya 2.000.000 10.500.000 

3.2 Pengadaan Pakalan Khusus harl-hari tertentu 

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 
6.000.000 . 

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 

4.1 
Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Realisasr 

Kinerja SKPO 
1.500.000 

4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.500.000 

4.3 Penyus.unan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.000.000 

Tabel 2.2 
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN BEJI 

KABUPATENPASURUAN 

ANGGAltAN PAOA TAHUN K£- REALISASI AN<iGAIWI PADA TAHUN KE-

2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 

4 s 6 7 8 9 10 

600.678.400 632.243.400 783.441.753 417.424.171 437.412.189 547.845.154 591.620.872 

40.190.000 58.400.000 77.642.000 21.703.721 23.688.839 32.246.004 45.312.646 

36.360.000 37.S60.000 37.S60.000 34.560.000 37.060.000 3S.325.000 37.380.000 

17.400.000 19.500.000 19.500.000 31.500.000 45.000.000 17.400.000 19.500.000 

15.000.000 17.000.000 13.019.965 11.999.000 10.910.500 14.983.950 16.96S.500 

6.500.000 8.665.000 10.000.000 9.913.950 5,833.350 6.454.100 8.287.400 

5.000.000 28.000.000 10.000.000 3.960.000 3.996.500 4.955.000 27.405.000 

5.000.000 

5.000.000 3.000.000 13.000.000 3.431.000 4.419.000 4.861.200 2.987.900 

29.250.000 34.000.000 66.600.838 20.987.500 21.000.000 29.062.500 33.694.100 

81.978.400 85.118.400 46.918.950 24.369.000 36.250.000 81.978.400 85.098.326 

364.000.000 341.000.000 484.200.000 215.590.000 249.254.000 320.579.000 314.990.000 

39.410.000 

61.000.000 203.000.000 167.500.000 214.467 .383 148.091.259 56.992.906 195.834.434 

32.950.000 

59.250.000 

10.000.000 2.460.000 

3.000.000 100.500.000 22.500.000 22.572.000 7.254.000 2.984.000 97.521.000 

2.768.000 

17.000.000 95.375.000 

7.000.000 43.500.000 20.000.000 5.555.000 29.988.000 6.699.000 42.644.000 

2.500.000 30.000.000 7.862.500 7.862.500 2.441.000 

45.000.000 50.500.000 60.000.000 42.692.883 35.987.259 41.328.906 48.420.934 

-
6.000.000 6.000.000 8.000.000 S.000.000 4.981.500 S.981.000 4.807.500 

-
-

- 20.000.000 1.879.000 10.017.000 . -

20.000.000 1.879.000 10.017.000 

. . 5.929.450 - . 

1.432.450 -
2.497.500 

1.999.500 -~----~--

RASIO ANTARA AEALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE· RATA- RATA 
PERTUMBUHAN 

2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 An&garan Reallsasl 

11 12 13 14 15 16 17 18 

716.272.949 1.057 953 960 961 1.023 0,84 0,72 

52.613.949 84 86 80 78 68 2,01 1,42 

37.380.000 98 91 97 100 100 0,07 0,08 

19.S00.000 100 100 100 100 100 (0,38) (0,38) 

12.972.500 100 100 100 100 100 0,08 0,08 

8.698.000 99 97 99 96 87 (0,12) 

9.943.500 99 100 99 98 99 1,50 1,51 

4.375.000 88 

12.172.000 86 88 97 100 94 2,25 2,S5 

66.508.000 100 100 99 99 100 2,17 2,17 

45.360.000 91 100 100 100 97 0,74 0,86 

446. 750.000 100 91 88 92 92 1,25 1,07 

100 (1,00) (1.00) 

150.054.164 n3 670 387 371 345 (0,25) (0,30) 

98 (1,00) (1.00) 

99 

9.600.000 98 3,00 2,90 

19.000.000 84 91 99 97 84 (0,17) (0,16) 

92 

15.950.000 96 (0,83) (0,83) 

19.300.000 99 91 96 98 97 2,57 2,47 

28.080.500 98 98 2,75 2,57 

51.882.064 99 99 92 96 86 0,39 0,22 

6.241.600 100 100 100 80 78 0,60 0,25 

-

19.470.000 94 95 - - 9,00 9,36 

19.470.000 94 95 9,00 9,36 

-

- 295 . . - (1,00) (1.00) 

95 (1,00) (1,00) 

100 (1,00) (1,00) 

100 (1,00) (1,00) 



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 ZOU 2019 2020 2021 Anggaran Reallsasl 

I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 

4.4 Penyusunan Pelaporan Reallsasl Flsik dan Keuangan 

4.S Penyusunan LAKIP & l..lp, keuangan 

4.6 Penyusunan Laporan P1nyelengaraan Pemerintah 

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 8.650.000 63.950.000 9.000.000 67.000.000 7.950.000 Sll.145,680 9.000.000 63,327.500 92 83 100 . (1,00) (l,00) 
PEMERINTAHAN DESA 

5.1 
Pelatihan aparatur Pem1rlntah Des.a dalam bldang 

25.000.000 . 22.2n.soo 
Penselolaan Keuangan Desa 

5.2 
Pelatihan aparatur Pel'T\trlntah Oesa dalam bidang 
Managemen Pemerin~h Cesa 

8.6S0.000 9.000.000 7.950.000 9.000.000 92 100 (1.00) (1,00) 

5.3 Pemilihan dan Pelantik1n ktpala Oesa 63.950.000 42.000.000 53.14S.680 41.0S0.000 83 

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER . . . . . . . . 
DAYAAPARATUR 

6.1 Soslalisuf Peraturan Pe-rundans - undangan 

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI . . . . . . . . . . 
KEPENDUDUKAN 

7.1 
lmplementasi sistem Adm. kependudukan . . 
(membangun,updatins. dan Pemeliharaan) SIAK 

7.2 
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang 

Kependudukan 

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN . . . . . . 
MASYARAKAT PEDESAAAN 

8.1 
Penyelenggaraan Disemlnasi lnformasl bagi 

masyarakat Oesa 

Program Pemellharaan l<antrantlbmas dan 8.160.000 . 5,000.000 8.160.000 . . 1.048.696 100 . . . . (0,39) (0,87) 
i,encenhan tlndak krimlnal 

9.1 
Peningkatan l(erjasama dengan aparat l(eamanan 

dalam Teknlk pencegahan l(ejahatan 
8.160.000 S.000.000 8.160.000 1.048.696 100 (0,39) (0,87) 

9.2 
Peningkatan kapasiUs Aparat dim rangka 

Pelaksanaan Siskamswakarsa di Oaerah 

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 1.000.000 . . . 850.000 . 85 . . (1,00) (1,00) 
, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

10.1 
Monitoring dan Soslaliusl Sumber - sumber 

Pendapatan asli Oaerah 

10.2 Penlngkatan Manajemen aset/barang Daerah 1.000.000 850.000 85 (1,00) (1.00) 

10.3 
fasflitas Penfngkatan Tehnls dan Admfnistrasi 

Pegawal 

10.4 konsultasi & l(oordinasJ Manajemen Aset . 
10.S Rekonsiliasl dan penyusunan Laporan Barang Millk 

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA . . 25.500.000 25.200.000 . 
KEPEMUDAAN 

11.1 Pembfnaan Organisasf Kepemudaan . . 13.000.000 13.000.000 

11.2 
Penyuluhan PerKegahan penggunaan Nart(Oba di . 12.500.000 12.200.000 
kalangan Generasf Muda 

11.3 Pembinaan Pemuda Petopor l(eamanan lingkungan . 

PROGRAM PROMOS! KESEHATAN DAN . . . . . . . . . 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

12.1 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat . 

12.2 
Pengembangan Media Promos! & lnformasl Bahaya 

Rokok 

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN . . . 13.000.000 . . 12.250.000 . . . . 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

13.1 
Fasilitasl upaya perlfndungan perempuan terhadap 

tlndak kekerasan 

13.2 Soslalisasi sistem pencatatan dan pelaporan KORT 13.000.000 12.2S0.000 



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Angg■ran Reallsasl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS . . 13.000.000 . 12.700.000 . . . . 
ICILEMBAGAAN KOPERASI 
lU Penlngkatan Kelembagun koperasl Wanita 

14.2 
fasllltasl Pengembangan S1rana Promosl Hasll 
Produksl 

14.3 Soslallsasl prinsip-prinsfp perkoperaslan 13.000.000 12.700.000 . . 

14.4 Sosfalisasl Pembentukan Koperasl 

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN . 25.000,000 . 14.200.000 . 57 . . 
ICISETAAAAN GENDER DAI.AM PEMBANGUNAN 

15.1 Ktalatan Pembinaan Orc1nlsasl Perempuan 25.000.000 14.200.000 57 

15.2 
Kealatan pendidikan & P911tlh1n Peningkatan Peran 

Serta & K~taraan Gender 

15.3 
Kegiatan Blmbingan Man1gemen Usaha bagi 

perempuan dim Meng1Jol1 UHha 

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA . 4.000.000 . 9n.500 . . . 24 

16.1 Fasllitasf Penyelenggarnn Festival Budaya Oaerah 4.000.000 977.500 24 

PROGRAM PEMBlNAAN DAN PEMASYARAKATAN . 55.000.000 11.000.000 14.950.000 8.720.000 . 14.760.000 9.048.000 14.360.000 2.550.000 . 27 82 96 29 
OLAHRAGA 

17.1 Pfflingkatan Kesegar.m Jasmani dan Rekreasi 55.000.000 11.000.000 14.950.000 8.720.000 14.760.000 9.048.000 14.360.000 2.550.000 27 82 96 29 

PROGRAM KDORDINASI PEMBERDAYAAN MASYAR 25.000.000 32,900.000 22.562.500 15.165.000 

18.1 Koordinasi Pemberday11n Masyarakat 25.000.000 32.900.000 22.562.500 15.165.000 

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN . 21.000.000 20.000.000 29.250.000 12.000.000 20.883.500 9.000.000 28.735.000 12.000.000 99 45 98 100 
KEBANGSAAN 

19.1 
Penlnskatan Kesadaran Masyarakat Akan Nllai-nilai 
Budaya Luhur Budaya Sings.a 

21.000.000 20.000.000 29.250.000 12.000.000 20.883.500 9.000.000 28.735.000 12.000.000 99 45 98 100 

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 25.800.000 15.500.000 12.647.500 13.500.000 20,000.000 25.300.000 15.500.000 12.647.500 13.466.000 18.980.000 197 100 100 100 95 (0,22) (0,25) 
DAERAH 
20.1 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan RKPO 15.750.000 15.500.000 12.647.500 13.500.000 20.000.000 15.250.000 15.500.000 12.647.500 13.466.000 18.980.000 97 100 100 100 95 0,27 0,2A 

20.2 Soslalisasi Perencanaan Pembangunan Oaerah 10.050.000 10.050.000 100 (1,00) (1,00) 

20.3 
Koordlnasi Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah 
Oaerah 

. 

PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN MENTAL 50.214.000 55,270.000 46,855.000 40.400.000 

21.1 Pelaksanaan Keglatan kHg.amaan 50.214.000 55.270.000 46.855.000 40.400.000 

21.2 Penyelenggaraan dan Pembinaan MTQ 

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN . . . . 
TEKNOLOGI INFORMASI 

22.1 Fasnitasi layanan lnform■sl Publik . 

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU . . . . . . . . 
IRTHI 

23.1 
Pembangunan serta Pemeliharaan infrastruktur 
Ruang Terbuka Hijau 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 5,000.000 5.000.000 
DAN PELAYANAN KECAMATAN 

24.1 
Fasllitasl dan Koordlnasl Pemerlntahan Tingkat 5.000.000 5.000.000 
Kec.amatan 

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 291.800.000 386.700.000 207.900.000 256.588.500 312..000.000 275.915.201 367.890.370 203.008. 728 247.107.731 306.126.831 189 190 195 193 196 0,07 0,11 
PEMERINTAHAN 

25.1 Penlngkatan Kapasitas Pemerlntahan Ke!. Pagak 151.000.000 188.100.000 103.950.000 128.008.000 156.000.000 138.092.802 178.944.685 102.245.047 119.676.149 151.527.944 91 95 98 93 97 0,03 0,10 

25.2 Penlngkatan Kapasltas Pemerlntahan Kel. G1anggang 140.800.000 198.600.000 103.950.000 128.580.500 156.000.000 137.822.399 188.945.685 100. 763.681 127.431.582 154.598.887 98 95 97 99 99 0,11 0,12 



1 

PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHA 

25.1 
Pembangunan Sarana Din Prau rana Kelurahan 
P11ak 

25.2 
Pembangunan sarana Oln Prasar1na Kelurahan 
Glanuang 

26.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak 

25.4 Pem~dayaan Masyarak,t di Kelurahan Glanggang 

~- ~ - J.... ;. < "'< :· ~ 1,; R ~ f•. "I. .! ~ ,;:: ~, .,l~ 

PROGRAM PfNUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAEIIAH KABUPATEN/KOTA 
Admlnlstrasl Keuangan Perangk1t Oaerah 

Penyfdlaan Gaj l dan Tunj,npn ASN 

Penyedlian Administn ll Pelaksanaan Tu,as A.SH 

Petaksanaan Penataus,haan dan 
Pensuj!an/Verifikasi Keuansan SkPO 

Admlnfstrasf Kepegawaian Peranskat Oaerah 

Pendldikan dan Pelatlhan Pesawal Berdasarkan 
Tusas dan Funssi 
Pengadaan Pakalan Ofnas Beserta Atribut 
l(e\engkapannya 

Admlnlstrasl Umum Peranskat Oaerah 

Penytdlaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyedlaan Bahan logi1tlk Kantor 

Penyediaan Sarans cet1kan dan Penggandaan 

Fasllitasl Kunjungan Tamu 

Penyediaan Komponen lnstalasl Ustrik/PMerangan 
Bansunan Kantor 
Penyelenggaraan Rapit Koordinasl dan Konsultasl 
5KPO 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pensadaan Kendaraan Olnas Operaslonal atau 

Lapangan 

Pengadaan Peralatan dan Mesln Lalnnya 

Pengadaan Sarana Dan Pr,sarana Gedung Kantor 
Atau 8angunan Lainnya 

Penyedlaan Jasa Penunjang Urr.1nn Pemerintahan ~rah 

Penyediaan Jasa Komunlkasi, Sumber Daya Air dan 
Llstrlk 

Pemellharaan Sarans Millk Ou rah Penunjang Urusan 

Penyediaan Jasa Pemelrharaan, Blaya Pemeliharaan, 
Pajak, dan Perizinan hndaraan Olnas Operaslonal 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin La innya 

Pemeliharaan/Rehabilitlsl Sarina dan Prasarana 
Geduns Kantor atau Bansunan La lnnya 

P~OGRAM PENYELfNGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBUK 
koordlnasl Penyelenggaraan Kegiatan Pemerlntahan di 

Koordlnasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 
Keslatan Pemerfntahan dengan Perangbt Daerah 
din lnstansl Vertikil Terkait 

Penlngkatan Efektlfitis Keglatan Pemerlntahan 
ditingkat Kecarnatan 

P~OGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA DAN 

KEWIIAHAN 

2016 2017 2018 

2 3 4 

' .. ,; ~·-~~;:''".'{7~1<;"\ . '~~;,~~ :,'iit~~;;--:: ., 

2019 2020 21121 

5 6 

2.296.580.000 1.691.105,000 

1.062.092.000 758.400.000 

1.125.080.000 822.184.000 

86.198.000 83 .221.000 

23.210.000 30.000.000 

.-~~;::J~t;i·• 2L~,; ~ . ').:~i;·~~-1;~~\, 
3.682.875.467 

3.262.064.873 

2.763.794.873 

457.350.000 

40.9 20.000 

157.738.040 

6.945.000 

23.792.590 

18.678.250 

73.821.000 

11.489.200 

23.012.000 

101.975.000 

61.700.000 

18.600.000 

21.675.000 

75.457.343 

75.457.343 

85.640.211 

52.107.200 

8.352.000 

25.181.011 

428.913.262 

428.913.262 

15.862.500 

413.050.762 

1.111.644.600 

2016 2017 2018 2019 

7 8 9 10 

- .... ~ . . ,il\·:~ '.;£.'.if¥1'i/';iffe~~":?f ,, ;~~-~it~ lll?t:: 1:-. ,. 

2020 2021 2016 2017 2011 

11 12 13 14 

-?~'©~~¥~~ 'f\':;~'{tf~t117 r. · 
3.144.291..197 

2.789.452.064 

2.295.787.064 

453.750.000 

39.915.000 

135.095.850 

6.334.000 

21.844.600 

14.221.750 

73.496.000 

10.680.500 

8.520.000 

94.981.238 

55.169.900 

18.174.068 

21.637.270 

46.391.115 

46.391.115 

78.374.030 

46.888.030 

7.475.000 

24.011.000 

398.291.670 

398.298.670 

13.520.000 

384.778.670 

179.467.000 

2019 2020 2021 

15 16 

'r ~~(';,;-~;~\·f~1 J / :'! 
85 

86 

83 

99 

98 

86 

91 

92 

76 

100 

93 

37 

93 

89 

98 

100 

61 

61 

92 

90 

89 

95 

93 

93 

85 

93 

16 

Angaran Reallsasl 

17 18 

. 

;~\~}~-~~---

(0,15) 

(0,14) 

(0,17) 

(0,01) 

(0,02) 

(0,14) 

(0,091 

(0,08) 

(0,24) 

(0,00) 

(0,07) 

(0,63 ) 

(0.071 

(0,11) 

(0,02) 

(0,00) 

(0,39) 

(0,39) 

(0,08) 

(0,10) 

(0,11) 

(0,05) 

(0,07) 

(0,07) 

(0,15) 

(0,07) 

(0,1!4) 



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2011 2019 2020 2021 Anapren RH llsasl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

' 
Koordhiasl Kesiatan Pemberd.1y11n Cesa 39.555.000 28.2GO.OOO 71 (0,29) 

f>t;nlngkatan EfektifiW Keslat•n Pemberdayaan 
39.555.000 28.2GO.OOO 71 (0,29) 

Masyuakat di Wilayah l(ecamatan 

Kt1l1t1n Pemberdayaan Kelurah1n 1.072.089.600 151.207.000 14 (0,86) 

Pt,mbangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan TTB.103.000 8.1G9.SOO 1 (0,99) 

Ptmbe-rdayaan Masyarakat di Kelurahan 293.986.600 143.037.500 49 (0,51) 

PROGRAM KOORDINASI KETtNTRAMAN DAN KITTRTl8AN 

UMUM 
263.24.2.570 158.434.ISO 60 (0,40) 

Koordlna,I Upaya Penyelffl&lrHn ketentraman dan 
243.696.570 139.519.850 

Ktttrtlban Umum 
57 (0,43) 

Harmonlsasf Hubungan Oengan Tokoh Agama dan 
243.696.570 139.519.850 57 (0,43) 

Tokoh Masyarakat 
Slnergltas dengan Ktpollslan nesara repubUk 

lndo~ia tentara naslon1\ Indonesia dan lnstansl 

Koordlnasl Penerapan dan Ptntaaltln Peraturan Oaerah 
19.546.000 18.915.000 97 (0,03) 

din P.raturan Kepala Daerah 

Koordinasi/Sinergi dell.Ian P«rangkat Oaerah yang 
19.546.000 18.915.000 97 (0,03) 

Tu1as dan Fungsfnya di 8'dans Penesakan 

TO T AL 992.665.290 1.206.025.290 922.225.900 3.639.825.900 3.115,636,753 5.486.675.899 957 .875.205 1.012.8n.49B 847.542.288 1.274.019.037 1,287.067.640 3.880.495.817 2,14 0,34 



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Beji 

K.inerja Pelayanan pacla Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan menunjukkan 

tingkat capaian Kinerja Kecamatan Beji berdasarkan sasaran / target Renstra 

Kecamatan Beji tahun 2019 -2023, selain itu penyusunan Target Kinerja Perangkat 

Daerah juga didasarkan pacla capaian Kinerja sebelumnya atau kondisi Kinerja awal 

RPJMD, sebagaimana disajikan pacla tabel berikut ini: 

2.3.1 Pada tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Beji diantaranya: 

► Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Administrasi dengan Baik 

► Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Desa / Kelurahan yang dibina 

► Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

► Ketersediaan Stanclart Pelayanan Publik 

► Persentase Pencapaian Target PBB/IMB/REKLAME 

► Pelaksanaan Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dibina 

► Persentase Penyelesaian Kasus KAMTRANTIBMAS yang sesuai dengan 

Kewenangan Kecamatan 

► Persentase Desai Kelurahan Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat 

Waktu dan Sesuai Ketentuan 

► Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi 

► Persentase Aspirasi clan Permintaan Pelayanan yang dapat di Fasilitasi 

Tercapainya K.inerja Pelayanan pada Kecamatan Beji dipengaruhi oleh faktor 

dana sebagai faktor penunjang indikator dan dukungan serta kerjasama yang 

baik dari berbagai pihak diantaranya masyarakat clan Stake Holder. Sedangkan 

untuk anggaran dan realisasi pendaanaan pada Kecamatan Bej i dapat dilihat 

pada tabel 2.2 sebagai berikut : 



Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa rasio pencapaian realisasi 

terhadap anggaran setiap tahunnya dapat dikatakan baik karena rata-rata 

hampir 95 %. Keberhasilan pencapaian target anggaran ini dipengaruhi oleh 

Kerjasama dan Partisipasi Kinerja Pengelolaan Keuangan yang baik. 



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Beji 

2.4.1. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan 

pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Beji dalam 

kurun waktu lima tahun kedepan antara lain adalah : 

a. Tuntutan Pelayanan Publik yang baik kepada masyarakat. 

b. Tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang memihak kepada 

kepentingan mereka baik sektor pertanian, industri pengolahan, 

pertambangan dan galian 

c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut 

perencanaan yang berkualitas 

d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik 

menuntut peran Kecamatan Beji menjadi harus lebih responsif 

terhadap dinamika pembangunan masyarakat. 

e. Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan 

pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. 

f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik ( e­

govemment) menuntut kemampuan aparatur pemerintah 

kecamatan maupun desa / Kelurahan dalam penguasaan dan 

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 

g. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran 

2.4.2 Peluang 

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Beji dalam 

meningkatkan pelayanan pemerintahan dan Pembangunan di wilayah 

Kecamatan Beji dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain : 

a. Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan desa/Kelurahan dalam 

proses perencanaan pembangunan 

b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ 

stakeholders kepada Pemerintah Kecamatan Beji 

c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM 

d. Koordinasi yang harmonisdenganpemerintahdesa 

e. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat 

dengan menggunakan teknologi informasi Renstra Kecamatan 

Beji 2019-2023 

f. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, 

pariwisata maupun UMKM. 



BABID 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Kecamatan Beji 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola 

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun 

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun 

merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses 

politik, proses teknokratik, proses partisipatif 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat 

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai 

pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang 

disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pemyataan diatas. 

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis 

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya 

aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan 

yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih 

baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan 

selama ini. 

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan 

institusi pelayan masyarakat dalam hal ini SKPD Kecamatan Beji yang 

membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin 

profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur 

sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. 

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat 

tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa 

permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 

dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai 

berikut : 



a. Perubahan peraturan perundangan-undangan Kemampuan Sumber Daya 

Manusia yang masih terbatas; 

b. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan 

data dan informasi; 

c. Sarana dan prasarana yang masih kurang; 

d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program­

program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen 

perencanaan; 

e. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang hams 

diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. 

Tabel 3.1 

Permasalahan berdasarkan Pelayanan Perangkat Daerah 

MASALAH AKAR 
NO MASALAH 

POKOK MASALAH 

1. Belum optimalnya Belu Optimalnya Belum optimalnya 

pelayanan public di pemenuhan kebutuhan Pelayanan Publik 

Kecamatan layanan Administrasi Kecamatan 

kepada masyarakat 

yang harus di 

sediakan oleh 

Kecamatan 

2. Belum optimalnya Belum optimalnya Belum optimalnya 

penyelenggaraan koordinasi koordinasi 

pemerintahan penyelenggaraan penyelenggaraan 

Kecamatan pemerintahan di pemerintahan di 

Kecamatan Kecamatan 



Tabel3.1 
Pennasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 

NO. TELAAH PERMASALAHAN ISU - ISU STRATEGIS 

1 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah - -

2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpil ih - -

3 Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya - -

4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkugan Hidup Strategis - -



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah Terpilih 

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2019-2023, 

merupakan tahapan Pertama dari pelaksanaan RP JP Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena 

tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam 

rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RP JMD 

Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul 

dimasa yang akan datang. 

Tabel 3.2.1 

Faktor Penghambat Dan Pedorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi 

Visi : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya 
Saing 

Misi Kepala Daerah 
Permasalahan Faktor 

Tugas Dan Fungsi Pelayanan 
No dan Wakil Kepala 

Perangkat Daerah Perangkat Pender Penghamb 
Daerah Daerah ong at 

1 2 3 4 5 6 

1. Misi ke 4: a. Penyelenggaraan a. Belum Tugas Keterbatas 

Memperkuat dan urusan optimalnya fungsi an sarana 

memperluas reformasi pemerintahan kompetensi yang prasarana, 

birokrasi yang umum sumberdaya sudah Prosedur, 

mendukung tata b. Pengkoordinasian 
aparatur jelas dan 

kelola pemerintahan penerapan dan 
kecamatan, Sumber 

dan pelayanan public penegakan 
desa dan Daya 

yang inovatif, bersih, peraturan daerah 
kelurahanda Manusia 

efektif akuntabel dan dan peraturan 
lammenjala 

demokratis berbasis bupati 
nkantugas 

teknologi informasi dan 
C. Pengkoordinasian fungsinya 

penyel enggaraan masing-
kegiatan masing 
pemerintahan b. Belum 
yang dilakukan optimalnya 
oleh perangkat pemenuhan 
daerah di tingkat kebutuhan 
kecamatan layanan 

d. Kurang optimalnya administrasi 
koordinasi lintas kepada 
sektor diwilayah masyarakat 
Kee. Beji. yang harus 

e. Masih disediakan 

lemahnya kecamatan 

pembinaan/koordin C. Belum 
asi aparatur desa optimalnya 
dan kelurahan koordinasi 
tentang penyelengga 
pelaksanaan raan 
pembangunan desa pemerintah 
dan kelurahan. an di Kee. 



Adapun Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD 

Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan 

produk ungguJan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa 

menuju kesejahteraan masyarakat; 

2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan 

modal social berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi 

social dan penyediaan pelayanan dasar, terutama pelayanan kesehatan dan 

permukiman; 

3. Memanfaatkan segenap potensi seumberdaya alam secara berkelanjutan 

sebagai bentuk konservasi lingkungan; 

4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata 

kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif 

akuntabel dan demokratis berbasis telcnologi informasi; 

5. Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara 

mempermudah aspek legal dan pembiyaan dalam rangka percepatan 

pembangunan daerah. 

6. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas 

dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 

7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin integrasi pendidikan 

formal dan non formal sebagi wujud afirmasi pendidikan karakter. 

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi 

Kecamatan Beji adalah : Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang 

dalam Renstra Kecamatan Beji, maka terkait dengan Misi ke 4 

(Memperkuat clan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata 

kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif 

akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi). 

Dalam rangka mewujudkan kecamatan Beji yang sejahtera diperlukan 

kondisi kewilayahan yang kondusif meliputi : keamanan wilayah, 

kelancaran pelayanan, harmonisasi sesama umat beragama serta 

berkebudayaan. 



3.3 Telaah Renstra KIL dan Renstra 

Renstra KIL dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan 

Kabupaten Pasuruan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Beji dalam 

menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Beji yang 

ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu 

tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien 

dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam 

rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard 

penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. 

Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan 

fungsi Kecamatan Beji adalah sebagai berikut : 

1. Optimalisasi meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui 

nilai dari skor survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap tahunnya 

2. Mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan kecamatan yang 

baik melalui nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), 

Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola 

anggaran SKPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah 

didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga 

pasar dan standar harga pemerintah, Karena letaknya yang sangat strategis, 

maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa 

melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi 

pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota 

dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama 

dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten 

Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah 

transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, 

investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung 

lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. 



Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas 

kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan 

agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh 

percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan 

aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem 

pengawasan yang konstruktif dan bertanggungjawab. 

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten 

Pasuruan tahun 2009-2029 adalah "Terwujudnya penataan ruang wilayah 

yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara 

berkeadilan bagi seluruh masyarakat." . Penjelasan makna kata kunci yang 

terkandung dalam visi adalah sebagai berikut : 

a. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam system 

penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang 

b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong 

pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah 

guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi; 

c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas 

wilayah secara berkelanjutan; 

d. Mewujudkan program pemanfatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 

secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan; 

e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai 

rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih 

produktif. 

Tabel 3.3.1 

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Beji 
Berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan 

Pendorong Keberhasilan Penanganannya. 

Faktor 
No 

Rencana Strategis 
Pennasalahan Pelayanan 

(Renstra) Penghambat Pendorong 

1. Meningkatanya a. Adanya refocusing Belum Motifasi 
tata kelola anggaran yang optimalnya serta 
penyelenggaraan dialokasikan untuk koordinasi metode 
kewilayahan penanganan covid 19 penyelenggar kerjayang 

menyebabkan aan sistematik 
terhambatnya pemerintahan ssesuai 
pembanguanan di kecamatan deangan 
sarana dan prasarana pembagian 
fisik untuk tuposi 
peningkatan 
pelayanan publik, 



sehingga tujuan 

terpenuhinya 
standard maksimal 
pelayanan public 
belwn sepenuhnya 
teralisasi; 

b. Kurangnya 
personil di 
Lingkungan 
Kecamatan Beji, 
sehingga banyak 
tenaga yang 
merangkap tugas 
lain, untuk 
meningkatkan 
kinerja pelayanan 
pada masyarakat 

3.4 Telaaban Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis: 

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan 

tata ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang 

berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus 

mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. 

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat 

umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih 

operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata 

ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah 

Kecamatan Bej i harus mempedomani peruntukan ruang menurut R TRW. 

Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Beji 

dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pasuruan ( Menuju Kabupaten 

Pasuruan Yang Sejahtera dan Maslahat ) adalah letak geografis Kecamatan 

Beji sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2 ( dua ) Kota 

tujuan wisata yaitu Malang dan Bali, 



maka Kecamatan Beji hams betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi 

yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 

dengan mengembangkan usaha kecil menengah, Kecamatan Beji kaya akan 

potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti 

peninggalan sejarah Candi yang mempakan peninggalan sejarah yang patut 

dijaga, wilayah Kecamatan Beji mempakan wilayah perindustrian, dimana 

terdapat pemsahaan - pemsahaan yang dibangun, sehingga angka 

penggangguran dapat dikurangi. 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten 

Pasuruan, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian 

rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kabupaten 

Pasuruan untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan 

area kegiatan umum termasuk areal transportasi. 

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten 

Pasuruan, Penataan Ruang Kabupaten Pasuman diarahkan untuk mewujudkan 

pemanfaatan mang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta 

berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karateristik dan kemampuan 

daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur 

pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat 

lingkungan. 

Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan 

pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan 

perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem 

kota. 

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. 

Keberadaan aparatur mempakan factor penting dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. 

Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada hams mencukupi dalam 

jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha 

dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan 

jumlah aparatur. 



Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di 

Kabupaten Pasuruan diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan 

permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan perkantoran, 

kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, pengembangan fasilitas 

penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan industri, 

kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan pesisir. 

PERMASALAHAN 

1. SDM personil Kecamatan Beji yang 1. 
kurang memadai, baik dari seg1 

kuantitas maupun kualitas 
2. Ketidaktepatan antara 

Jobdiscription yang sudah ada dan 
job spesification yang sudah 2. 
ditentukan, 

3. Ketepatan Pelaporan dari 

Desa/Kelurahan yang masih sering 
terjadi keterlambatan, 3. 

4. Katepatan Pelaksanaan Musrenbang 

di masing - masing Desa/Kelurahan 
5. Rendahnya kesadaran masyarakat 4. 

dalam mengurus perij inan 
mendirikan bangunan (1MB) dan 

perijinan usaha perdagangan (SIUP) 5. 

6. Penertiban Reklame insidentil yang 
tidak sesuai prosedural 

6. 

ISU STRA TEGIS 

Mengajukan kepada Dinas terkait 

guna mengadakan Bintek atau kursus 

guna meningkatkan kualitas dan 

kuantitas SOM Kantor Kecamatan 

Beji yang terpenuhi, 
Pembinaan dan pelatihan guna 
pemahaman dan pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi dimasing - masing 

SOM di Kee. Beji, 

Melaksanakan Monitoring dan 

Evaluasi ke Oesa / Kelurahan secara 

berkala, 
Koordinasi dan Monitoring ke Desa / 

Kelurahan terkait pelaksanaan 

Musrenbang, 

Sosialisasi ke Desa / Kelurahan 

tentang pelayanan kepengurusan 

1MB melalui Kecamatan atau Dinas 

Periinan Kab. Pasuruan serta 
melakukan sistem jemput Bola 
dalam perijinan SIUP, 
Monitoring reklame yg dipasang di 
jalan- jalan wilayah Kecamatan Beji 

& menghubungi pihak terkait dalam 
perijinan pemasangan reklame 

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Beji dan di 

lingkungan sekitamya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan 

seluruh personil melalui diskusi interaktif 

Berdasarkan pengamatan kondisi internal ( Strengths and Weakness ) dan 

kondisi ekstemal ( Opportunity and threats ) yang melekat pada SKPD 

Kecamatan Beji dapat diuraikan sebagai berikut : 



a. Analisis lingkungan internal 

Kekuatan ( Strenghts ) 

• Adanya struktur lembaga yang baik; 

• Adanya produk-produk perencanaan ( Renja, Renstra ) yang 

telah disusun; 

• Adanya dukungan data dan informasi; 

• Tersedianya anggaran yang memadai. 

Kelemahan ( Weakness ) 

• Jumlah Pegawai yang masih kurang; 

• Disiplin Pegawai yang masih rendah; 

• Kurang berjalannya pengawasan melekat; 

• Kurangnya ruang kerja yang memadai. 

b. Analisis lingkungan ekstemal 

Kesempatan 

• Banyaknya usulan program pembangunan; 

• Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum 

musyawarah pembangunan ( Musrenbang ) di tingkat 

Kecamatan; 

• Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Beji dalam 

kegiatan-kegiatan yang ada; 

• Mudahnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan. 

Ancaman 

• Kurangnya kualitas program usulan pembangunan dari desa­

desa; 

• 

• 
• 

Belum adanya kesamaan perseps1 terhadap program 

pembangunan; 

Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya; 

Rendahnya kualitas SDM Masyarakat. 

c. Faktor - faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan 

Bej i adalah sebagai berikut : 

Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam rangka 

pelaksanaan program - program Pemerintah; 

Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa; 



No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Peningkatan Koordinasi antar Instasi yang ada di wilayah 

Kecamatan Beji; 

Sosialisasi program - program Pemerintah dalam pelaksanaan 

pembangunan di desa- desa. 

Permasalahan Isu strategis 

Jumlah pegawai yang 1. Dengan pengadaan penambahan 

masih kurang /perekrutan Pegawai baru 

Kurang berjalannya 2. Dengan diadakan pembinaan 
pengawasan bagi PNS Sikap dan Mental Pegawai. 

Terbatasnya Tempat 3. Diadakan Rehab atau 
Pelayanan pembangunan gedung baru. 

Sumber daya manusia 4. Peningkatan SDM dengan 
(SDM) yang masih kurang. melalui Diklat, Bintek Pegawai 
Rendahnya kesadaran maupun pelatihan 
masyarakat dalam 5. Sosialisasi ke Desa / kelurahan ... 
pengurusan penJman tentang pelayanan IMB yang bisa 
mendirikan bangunan dilaksanakan melalui Kecamatan 
(IMB) dan peri j inan usaha dan melaksanakan sistem jemput 
perdagangan (SIUP) Bola dalam perijinan SIUP 



BABIV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

a. Tujuan 

Adalah : Penjabaran / Implementasi dari pemyataan Misi yang berisi 

tentang sesuatu (apa) yang akan di capai atau di hasilkan pada jangka 

waktu 1 (satu) Tahun sampai 5 (lima) tahun. 

Kecamatan Beji menetapkan tujuan jangka Menengah SKPD sebagai 

penjabaran Misi yang akan dicapai antara lain : 

1. Meningkatkan Tata Keio/a Pemerintahan Kecamatan 

2. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima 

b. Sasaran 

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan; 

- Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah 

Desa/Kelurahan; 

- Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan ; 

- Meningkatnya Kualitas Sakip Perangkat Daerah 



Tabel 4 .1 
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELA YANAN KECAMA TAN BEJI 

TAHUN 
DASAR/ TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

MASA 
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KONDISI TRANSISI 

AWAL 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya Kualitas Tata 1.1 Nilai SAKJP Kecamatan 60,00 61,00 62,25 n/a n/a n/a n/a 
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola 

1 
Pemerintahan di Kecamatan 

1.1 Kelola Pemerintahan di 
Kecamatan 1.2 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 
87,14 87,14 85,25 n/a n/a n/a n/a 

(IKM) 

1 Meningkatnya Pelayanan Publik 
yang Prima - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) n/a n/a n/a 87,50% 88,00% 88,50% 88,50% 

1 
Meningkatnya Kualitas 

1.1 
Persentase Jenis Pelayanan yang 

n/a n/a n/a 87,50% 88,00% 88,50% 88,50% 
Pelayanan Publik Kecamatan Berkualitas 

Meningkatnya Pemberdayaan 
Persentase Desa/Kelurahan yang Telah 

2 Masyarakat dan Pembinaan 1.2 n/a n/a n/a 65,00% 70,00% 75,00% 75,00% 

Pemerintah Desa/Kelurahan 
dibina 

3 
Meningkatnya Ketentraman dan 

1.3 
Persentase Konflik yang tertangani di 

n/a n/a n/a 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Stabilitas Masyarakat Kecamatan Wilayah Kecamatan 

4 
Meningkatnya Kualitas SA.KIP 

1.4 Nilai SAKJP Kecamatan n/a n/a n/a 70,00 71,00 75,00 72,00 
Perangkat Daerah 



BAB.V 

STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN 

. 
5.1 Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Beji 

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan yang diharapkan 

Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang 

relevan dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. 

a. Strategi yang digunakan meliputi : 

- Meningkatkan koordinasi dengan 3 Pilar dalam pengamanan wilayah 

Kecamatan Beji; 

- Meningkatkan efektifitas pelayanan masyarakat; 

- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Kecamatan; 

- Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan meningkatkan dan 

mengembangkan produk-produk unggulan yang ada di Kecamatan Beji; 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pembangunan di desa; 

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan; 

- Menekan angka buta huruf masyarakat; 

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kemasyarakatan 

b. Kebijakan 

- Komitmen dan konsisten terhadap Jadwal yang dibuat/ditetapkan; 

- Membentuk tim monitoring dengan melibatkan dinas terkait guna 

melakukan monitoring dan evaluasi; 

- Menyusun Jadwal Monitoring; 

- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah ; 

- Monitoring terjadinya kasus-kasus yang ada; 

- Pembinaan terpadu penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; 

- Rakor 1 Bulan 1 kali untuk Kades minggu ke II bersama Dinas minggu ke 

II bulan berikutnya dan Sekdes ( senin,dan Kamis) dengan Apel Pagi yang 

diikuti oleh Staf Kecamatan Dinas Satu atap Instansi dan Sekdes se­

Kecamatan; 

- Monitoring & evaluasi ke desa minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan 

- Penyediaan sistem pelayanan yang maksimal sesuai dengan aspirasi 

masyarakat; 

- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa; 

- Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib; 

- Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan; 



Visi 

Misi4 

NO. 

1. 

2. 

Tabel 5.1 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

KECAMATAN BEJI 

: Terwujudnya Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing 

: Memperkuat dan memper1uas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi 
informasi. 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada 
Memfasilitasi Pelayanan dibidang pemerintahan, 

1.1 1.1 1.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan 
Pemerintahan di Kecamatan Pemerintahan di Kecamatan Masyarakat 

Ketertiban Umum 

1.2 Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Meningkatnya Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan 
Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi 

Yang Prima 
2.1 

Kecamatan 
2.1 

Pemerintah Kecamatan 
2.1 Pemerintah Kecamatan 

Meningkatnya Pemberdayaan 
2 2 

Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan 
2 2 

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam 
2.2 Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah 

Desa/Kelurahan 
· dan fasilitasi pembangunan wilayah · bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa 

2 3 
Meningkatnya Ketentraman dan 

· Stabilitas Masyarakat Kecamatan 
2 3 

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam 
· tindak keamanan dan ketertiban wilayah 

2 3 
Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam 

· tindak keamanan dan ketertiban wilayah 

2 4 
Meningkatnya kualitas tata kelola 

2 4 
Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan 

Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi 

· pemerintahan di kecamatan · Pemerintah Kecamatan 
2.4 Pemerintah Kecamatan 



BAB. VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF 

Rencana Program dan Kegiatan 

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Beji selama 

5 tahun ke depan (2019-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana 

tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Beji. Untuk selanjutnya pencapaian 

visi dan misi Kecamatan Beji akan menunjang tercapainya visi dan misi 

Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun, direncanakan pada tahun 2023 

Kantor Kecamatan Beji mengajukan pembangunan Gedung Kantor 

Kecamatan ke Dinas Cipta karya Kabupaten Pasuruan dengan pagu anggaran 

± Rp. 5.000.000.000.--

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi 

pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah guna mencapa1 sasaran dan tujuan tertentu. Untuk 

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, 

ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri 

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah 

pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke 

dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga 

ada perencanaan anggarannya sebagai berikut : 

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianN erifikasi Keuangan 
SKPD 

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

- Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 



2 

3 

4 

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umsan Pemerintah Daerah 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan 
Lainnya 

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 
PELAY ANAN PUBLIK 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat 
Kecamatan 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASY ARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

- Koordinasi Upaya Penyelengaraan ketentraman dan Ketertiban Umum 

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat 

Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara 
nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan 

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Perencanaan, 
Pef'Mfttase Pemenuhl.n Penganggaran, dan 

X XX 01 1.01 Evaluasl Klnerja Perencanaan, 

Perangkat Oaarah Penganggaran Klnerj1 

Jumleh Leporan Cape/en 

Koordinasi dan 
Klnerja den Jkhtisar 

Penyusunan Leporen 
RHlls83i Kinerje SKPO 

X XX 01 1.01 06 Capaian Kiner.le dan 
den Leporen Has/I 

ll<htissr Rea/istt/ 
KoorcHna&i Penyusunen 

Kins,ja Lepo,an Capaian Kin«f• 
den lk.htisar Reafisasl 
Kinetje SKPD 

X XX 01 1.02 
Admlnlstrasl Keuang1n Persentase pemenuh1n 
Perangkat Daerah admlnlstrasl keuangan 

Penyediaan a.Ji den Jumlah Orang yang 
X XX 01 1.02 01 

Tunjangsn ASN Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Penyediaan 
Jumlah Ookumen Hasll 

X XX 01 1.02 02 
Administresi 

Penyediaan Administra■i 
Pelaksanaan Tugas 

Pelaksanaan Tugas ASN 
ASN 

Pelaksanesn Jumlah Ookumen 

X XX 01 1.02 03 
P&natausahaan dan Penatausahaan dan 
Pengujilln/ Verlfikasi Pongu)lan/Verifikasl 
Keuangan SKPD Keuangan SKPD 

Admlnistrasl Persentase pegawal 
X XX 01 1.00 Kepegawalan Perangkat yang kompeten dan 

Daerah dlslolln 

Penlngkatan Sarana Jumlah Unit Peningkatan 
X XX 01 1.00 01 dan Prasarana Sarana dan Prasarana 

Disiptin Pegawal Oisip0n Pegawai 

PenQ&daan Pa/1.el•n Jumlah Paket Pak.aian 
X XX 01 1.00 02 Dines Bas..-te Alribut Dinas Besert:a Atribut 

Koit,ngkapannye Kelengkapan 

Pendidi/1.sn dan Jumlah Pegawai 

X XX 01 1.00 09 
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Bettlasarken Tupes Fungsi yang MengikuU 
danFungsi Pendidikan dan Pelatihan 

Jumlah Orang ya~ 

X X.X 01 1.00 10 
Sosialisasi Peraturan Menglkuti Sosialisasi 
Pervndar,o..Undangan Peraturan Perundang• 

Undangan 

Bimbingan TeM/s Jumlah Orang yang 

lmplemoota~I Mengikuti Bimbingan 
X XX 01 1.06 11 

Peraturan Perondang-
Teknis lmplementasl 
Peraturan Perundang• 

Undangan Undanaan 

Persentase Pemefl<lhM 
Admlnlstrasl Umun, Kobuluhan AdmlniltrHI 

X XX 01 1.06 Perangkat Daerah Umum Perongl<at 
DNnth 

Penyediaan 
Jumlah Paket Komponen 

Komponen ln!t1Jui lnsta1asl 
X XX 01 1.06 01 

Uslrikl Ponereng,n 
Ustrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 

Bangunan Kenlor 
Disediakan 

Penyediaan Perelatan Jumlah Paket Peralatan 
X XX 01 1.06 02 dan Perlengkepan dan Per1engkapan Kantor 

Kantor yang Oisediakan 

Tabel 8.1 

Reneana Program, K'9latan dan Pendanaan l'erangkat Daarah 
Keeamatan BeJI Kabupaten Pasuruan 

Targot K-,. "'-dan Ko,angko Pondanun 

2019 2020 2021 

Ro. r-•~ Ro. r-= Ro. Target t(lnena 

Rp. K I Rp. K Rp. K 

10 " 
., 

" .. ,. 
100 % Ul2. 711.0117 100 % 

100 'II 

12 Bulan 

100 'II 3,262.064.473 100 'II 

20 Q-g,9/n 2.7!13.794.473 256 Or!j/Bln 

306 Dol<umen 457.350.000 206 Org Bln 

84 Dol<urnen 40.920.000 206 OrgBln 

2 Org 

100 % 143.596.040 100 'II 

12 Paket 11.454.200 12 Jenis 

12 Pake! 6.945.000 5 Kali 

2022 

I Ro. 

I Rp. 

" 
U3e.t!OUM 

10ll.OOO 

105.000 

3.292.834.983 

2. 752.299.495 

501 .355.488 

39.180.000 

4.000.000 

4.000.000 

175.020.n0 

8.543.600 

8.409.000 

2023 Kondtll Klnerja Pada ~ PNiode Rfflltra riKor)I 
p....,_. Lokasl 

Tarnl'II Klnana Ro. ngjaWlb 
K Rp. • Rotx1 .00CI\ 

11 .. " 20 21 22 

100 % 4 .103.016.147 100 % 11.421.2114.IOI camat =l 
Kee. 

100 'II 1.000.000 100 " 1.10ll.OOO Camat 
Bejl 

12 Bulan 1,000.000 1 Leporan 1.105.000 Camat 
Kee. 
Bejl 

100 'II 3.46S.235.9S8 100 % 10.020.135.414 Camat 
Kee. 
BeJI 

Kee. 19 Q-g,9/n 2.889.914.470 20 Q-g,9/n 8.406.008.438 eam,t 
Beil 

206 Dol<umen 525.355.488 306 Dol<umen 1.484.060.976 eamat 
Kee. 
Bojl 

206 Dol<umen 49.966.000 84 Dol<umen 130.066.000 Camat 
Kee. 
Bejl 

Kee. 
100 'II 96.000.000 100 'I, 100.000.000 camat 

BeJI 

Kee. 
1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 Camat 

Beji 

Kee. 10 Pakaian 15.000.000 7 Pakaian 15.000.000 Camat 
Bejl 

2 Orang 16.000.000 4 Orang 20.000.000 Camat 
Kee. 
Beji 

35 Orang 20.000.000 40 Orang 20.000.000 Carnal Kee. 
Beji 

Kee. 
35 Orang 20.000.000 40 Orang 20.000.000 Camat 

Bejl 

100 'II 236.624.224 100 % 555.741 .034 Camat 
Kee. 
Bejl 

Kee. 
12 Pake! 9.397.960 12 Paket 29.395.780 Camat 

Beji 

Kee. 
5 Paket 9.249.900 12 Paket 24.603.900 Camat 

Beji 
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Penyediaan P8t'wlltan 

Juml«h Paket Peralatan 
Kee. X XX 01 1.06 03 Rumah Tanggs y ang 26 Jenis 7.308.960 Pake! 11 .000.000 1 Paket 18.308.960 Camat Rumah Tangg, 

Dl!«Jiakan Beji 

Penyediaan &!Ml! Jumlah Paket Bahan 
Kee. X XX 01 1.06 04 Logistik Kanta yang 30 Pake! 23.463.500 30 Jenis 14.185.700 30 Pake! 15.757.884 30 Pake! 53.407.154 Carnal Logistik Kantor 

D;s«Jiakan 
Beji 

Penyediaan Baring Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Kee. 

X XX 01 1.06 05 Cetakan dan 
Penggandaan 4 Pake! 18.878.250 4 Jenis 10.315.000 4 Pake! 11 .348.500 4 Paket 40.339.750 Camat 

Beji 
Penggandaan 

yang Oisedlakan 

Penyediaan Behan Jumfah Dokumen &h1n 

X XX 01 1.06 06 
Bacaan dan Bacaan dan Pemturan 

4 Ookumen 3.240.000 4 Ookumen 10.000.000 4 Ookumen 13.240.000 Camat 
Kee. 

Peraturan Perundang• Perondang-Undangan BeF 
undangan yang Disediakan 

Penyediaan 
JumiahPaket 

Kee. X XX 01 1.06 07 Bahan/Material yang 1 Paket 11 .048.510 1 Paket 20.600.000 1 Paket 31 .848.510 Camat Bahon/Mal&ria/ 
Disediak.an 

Bejl 

X XX 01 1.06 .. Fasiutasi Kunju~n Jumlah Laporan FasilitHi 
12 Laporan 73.821 .000 12 Bulan 44.950.000 12 L■poran 75.000.000 12 laporan 193.771.000 Camat 

Kee. 
Tamu Kunjungan Tamu Beji 

~gg-
Jumlah Laporan 

X XX 01 1.06 09 Rapat KoordiMti dan 
Penyelenggaraan Rapat 

12 Laporan 9.234.000 12 Bulan 67.520.000 12 Laporan 74.272.000 12 Laporan 151 .026.000 Camat 
Kee. 

KOOfdinasl dan Konsultaai Beji 
Konsultasi SKPO 

SKPD 

Pengadaan Barang Mlllk 
Persentase pengadaan Kee. 

X XX 01 1.07 Daerah Penunjang Urusan 100 % 115.975.000 100 % 4.720.000 100 % 1 OS.000.000 100 % 225.69S.OOO Camat 
Pemertntah Oaerah barang Mlllk daerah lk!JI 

Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan 

X XX 01 1.07 01 Kendaraan Dines Oinas Operasional atau 
2 Unit 81 .700.000 Unit 2 Unit 81 .700.000 Camat 

Kee. 
Operasional atau Lapangan yang Beji 
Laoanoan Oisediakan 

X XX 01 1.07 05 Pengodsan Mobel Jumlah Paket Mebel yang 
1 Paket 4.720.000 1 Paket 15.000.000 2 Paket 19.720.000 Camat 

Kee. 
Disediakan Beji 

Pengada.an Peralatan Jumlah Unit Peralatan 
Kee. 

X XX 01 1.07 06 dan dan Mesin Lainnya yang 4 Unit 18.800.000 4 Unit 25.000.000 8 Unit 43.600.000 Camat 
Beji 

Mesin Lainnya Oisediakan 

Pengod••n AHi Jumlah Unit Aset Tetap 
Kee. 

X XX 01 1.07 07 
Tetap Lainnya 

Lainnya yang Oisediak1n 2 Unit 15.000.000 2 Unit 15.000.000 Camat Beji 
Unit 

Pengsdsan Gedunr, Jumlah Unit Gedung 
Kee. 

X XX 01 1.07 09 Kantaratau Kantor atau Bangunan Camat Beji 
Bangunsn Leinny• Lainnya yang Disediak1n 

Pengodeen Sarin• Jumlah Unit Sarana dan 

X XX 01 1.07 10 Dan Prasaran« Prasarana Gedung Kantor 
2 Unit 35.875.000 2 Unit 20.000.000 4 Unit 55.875.000 Camat 

Kee. 
Gedung Kantor Atau atau Bangunan Lainnya Beji 
Bangunan Lainnye yang Oisediak.an 

Pengod .. n Sarena Jumlah Unit Sarana dan 
dan Prasarana Prasarana Pendukung 

Kee. X XX 01 1.07 11 Pendukung Gedung Gedung Kantor atau 2 Unit 30.000.000 2 Unit 30.000.000 camat Beji 
Kantaratau Bangunan Lainnya yang 
Bangunan Lainnya Disediakan 

Penyedlaan Jasa 
Jumlah pembayaran 

X XX 01 1.08 PenunJang UNsan 
surat kabar, telpon, air 

12 Bulan 75 .• 57.343 12 Bulan 77.H54.341 100 Bulan 84.869.775 12 Bulan 237.481 .• 119 Camat Kee. 

Pemerintahan Dae111h 
dan tntemetselama 12 lk!JI 
bulan 

Jumlah Laporsn 
Penyediaan J&H Penyediaan Jasa 

Kee. 
X XX 01 1.08 02 KomuniktJsi, Sumber Komun;Juui, Sumbb- 96 Laporan 75.457.343 96 Rekening 77.154.341 120 Laporan 84.889.775 96 Laporan 237.481 .459 Camat 

Beji 
Daya Ar den Uatrik Daya Air dan Liatrik yang 

Dised 'akan 

Pemellharaan Barang Persentase 

Mlllk Daerah Penunjang Pemaliharaan Mlllk 
Kee. 

X XX 01 1.09 Urusan Pemelintahan daerah penunJang 100 % 85.640.211 100 % 81 .1 69.900 100 % 114.286.890 100 II 281 .097.001 Camat 
Bejl 

Daerah 
urusan pemertntahan 
daerah 
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Penyedieen J&H 
Pemeliheraan, Bleya Jumlah Kendaraan Oin11 
Pemeliharaan, ~I<. Operasional atau Kee. 

X XX 01 1.09 02 dan Periz.inan Lapaingan yang Dipelihart 8 Unit 52.107.200 8 Unit 55.852.400 8 Unit 61 .437.640 8 Unit 169.397.240 Camat 
Beji 

Kendaraan Di~ dan Dlbayar1<an Pajak 
Operasional eftu dan Perizinannya 
Lapangen 

Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Kee. 
X XX 01 1.09 06 Peralatan den Mtain Mesin Lainnya yang 12 Unit 8.352.000 12 Unit 8.900.500 2a Unit 9.700.550 12 Unit 27.043.050 camat 

Beji 
Lalnnys Oipelihara 

Pemeliheraan I Jumlah Sarena dan 
Rehabilitasi 5araM Prasarana Gedung Kantor Kee. 

X XX 01 1.09 10 dan Prasarana atau Bangunan LainnyI 2 Unit 25.181 .011 8 Unit 18.417.000 6 Unit 18.058.700 2 Unit 59.656.711 c,mat 
Beji 

Gedung Kantof etau yang 
Bangunen Lainny• Cipelihara/Direhabilitasl 

Pemelihareanl 
Rehabilita&i SttreM Jumlah Sarana dan 

dan Prasarana 
Prasarana Pendukung Kee. 

X XX 01 1.09 11 
Pendukung Gt.tdung 

Gedung Kantor atau 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 Camat 
Beji 

Kantoratau 
Bangunan Lainnya yang 

Bangunan Lainnya 
Dipelihara/ Direhabilttaal 

- -P9menUhlft 

7 01 02 2 
PENYl!LENGOARAAN _,.,,..,... 

100 % 42U1Ut2 100 °"" -.111.8114 100 % 613.734.100 100 % 1.eoe.m.21• camat 
Kee. 

P!MERINTAHAN DAN -h•n clan Bejl 
PELAYANAN PUBLIK Potayanan Publlk 

Jumlah Laporan Hasll 
Pramusrenbang dan 

7 01 02 2.01 
MusrenbangCam dan 

2 Kali 2 Kali 2 Kall 2 Kall 
Koordlnasl Jumlah Hasll Koordhi aal 

Penyelenggaraan Penyelenggaraan 
428.913.262 466.919.854 -.734.100 1 .484.567.216 camat 

Kee. 
Keglatan Pemer1ntahan di Pemerlntahan Oesa BeJI 
Tlngkat Kecarnatan 

Persentase Fasllttasl 
dan Kooroinasl Keglatan 100 % 100 % 100 '4 100 % 
Tk. Kecamatan 

Koordinasi / Sinergi Jumlah Laporan 
Perencanaan dan KoordinasVSinergi 
Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Kee. 

7 01 02 2.01 01 Pemerintahan dengan Pelaksanaan Kegiatan 1 Laporan 15.662.500 1 Laporan 17.031 .000 1 L■poran 18.734.100 1 Laporan 51 .827.600 Camat 
Beji 

Perangkat Daerah dan Pemerintahan dengan 
lnstansi Vertikal Perangkat Daerah dan 
Terka.it lnstansi Vertikal Terka.lt 

Peningkatan Jumlah Ookumen 

7 01 02 2.01 02 
Efektifitas Koglatan Peningkatan Efektifitas 

1 Laporan 413.050.762 1 Laporan 24.452.800 1 Laporan 20.000.000 1 Laporan 457.503.562 Camat 
Kee. 

Pemerintahan Kegiatan Pemerintahan di Seji 
ditingkat Kecamatan nngkat Kecamatan 

Peningkatan 
Jumtah Ook.umen 

Efektifitas Kegiatan 
Peningkatan EfektifJtas 

Keturah 

7 01 02 2.01 02 02.1 
Pemerintahan 

Kegiatan Pemerintahan di 1 Laporan 21 4.676.054 1 L■poran 275.000.000 1 Laporan 489.676.054 Lurah 
an 

ditingkat Kecamatan Glangga 
di Kelurahan 

Tingkat Kelurahan ng 

Glanggang 
Glanggang 

Peningkatan 
Jumlah Dokumen 

Efektifitas Keglatan 
Pen ingkatan Efektffitas 

Kelurah 

7 01 02 2.01 02 02.2 Pemerintahan 1 Laporan 210.780.000 1 L■poran 275.000.000 1 Laporan 485. 780.000 Lurah an 
ditingkat Kecamatan 

Kegiatan Pemerintahan di Pagak 
di kelurahan Pagak 

Tingkat Kelurahan Pagak 

Penyelenggaraan Uruaan 
Pemertntahan yang Tldak Persentase Jumlah Kee. 

7 01 02 2.02 Ollaksanakan oleh Untt urusan Pemerlntahan 100 'II, 25.000.000 100 'II, 25.000.000 Camat 
Bejl 

Kerja Perangkat Daorah Yang dapat difasllltasl 
yang Ada di Kecamatan 
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Fasilitasi Pereepatan 
Jumlah Laporan Fasilrtlal 
Percepatan Pencapaian 

7 01 02 2.02 02 Pencapaian S'tlndar St.andar P8'ayanan 1 Laporan 15.000.000 1 Laporan 15.000.000 Camat 
Keo. 

Pelayanan Minlmal di 
Minimal di Wilayah 

Bej i 
Wilayah Kecamatln 

Kecamatan 

Peningkatan 
Jumlah Laporan 

Efektifitas 
Pelaksanaan 

Peningkatan Efektifrt:u 
Keo. 

Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 10.000.000 Camat Beji 
Masyarakat di 

kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 
Wilayah Kecamatan 

PROOIIAM PEMSERDillYMN - KIie. 7 " 03 I MASYAltAKAT oeaA D,\N -·-- 100 II 1A1U'3.0GO 100 II u,1 .1oe.m 100 II 1.4n.487.078 100 II 4.275.429.91141 cam.t 
K!LURAHAN T-nadengatlBalk Beji 

Persentase Jumlah 
L.embaga Masyarakat 

Ivana dlblna 

Jumlah Koordinasll 
1 01 03 2.01 Koordlnasl Keglltlln Keglatan SOSlalisasl 

Kee. 
Kemasvarakatan 12 Kall 39.555.000 12 Kall 50.950.000 12 Kall 63.045.000 12 Kall 153.550.000 Camat 

Pemberdayaan 0Ha Bejl 

Jumlah Koordinasl I 
Kegiatan Pemberctayaan 
dan Kesejateraan 
Koluarga (PKK) 

Peningkatsn Jumlah Laporan 
Efektifitss Kegfaten Peningkatsn Ef"1<tivlt&1 

Kee. 
7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Ke,tJiatan Pemberdaya•n 12 Laporan 39.555.000 12 Laporar, 50.950.000 24 Laporan 63.045.000 12 Laporan 153.550.000 Camat Beji 

Masyerakat di Masyarakat di Wilayah 
Wilayah Kecam.tan Kecamatan 

Jumlah Laporan 

7 01 03 2.02 
Keglatan Pamberdayaan Keglatan Pemberdayaan 

20 Keglatan t .3n.21s.ooo 20 Kaglatan t .194.442.078 20 Keglatan 1.254.442.078 20 Keglatan 3.821 . t 62.156 camat 
Kee. 

Kelurahan Lembaga BeJI 
Kemasvarakatan 

Pembengunan Jumlah Sarana dan 
Kelurah 

7 01 03 2.02 02 Sarans Dan Prasarana Kelurahan 20 Kegiatan 1.078.291 .400 20 Kegiatan 1.078.291.400 Lurah 
an 

Glangga 
Prasarana Kelurahan yang Terbangun 

ng 

Pembengunan Jumlah Sarana dan Kelurah 

7 01 03 2.02 02 02.1 Sarans Dan Prasarana Kelurahan 
1 Kagiatan 468.629.927 1 Kegiatan 468.629.927 10 Kegiatan 937.259.854 Lurah 

an 
Prasa,ana Kel1.11'8han yang Terbangun di Glangga 
G/anggang Kelurahan G1anggang ng 

PembanQunan Jumlah Sarana dan 
Kelurah 

7 01 03 2.02 02 02.2 
Sarana Dan Prasarana Keturahan 

1 Kagiatan 414.785.051 1 Kegiatan 414.785.051 10 Kegiatan 829.570.102 Lurah an 
Prasarana Kelurahan yang Tertiangun di 
Pogak Kelurahan Pagak 

Pagak 

Pemberdayaan 
Jumlah Pok.mas dan Kelurah 
Ormasyang Pokmas/ Pok"'8$/ an 

7 01 03 2.02 03 Masyarakat di 
Melaksanakan 2 

Ormas 
293.986.800 2 

Ormas 
293.966.800 Lurah 

Glangga 
Kelurahsn Pemberdayaan ng 

Jumlah Pokmas dan 

Pemberdayaan Ormasyang Kelurah 

7 0t 03 2.02 03 03.1 Masyerakat di 
Melaksanakan 

1 
Pokmeol 

124.991 .300 1 
Pol<mas/ 

184.991 .300 1 Pokmes/ 
309.982.800 Lurah 

an 
Pembefdayaan Onnas a-mos Orms, Glangga 

Ke/urah•n Gla,iggang 
Masyarakat di KelurahAn ng 
Glannnann 
Jumlah Pokmas dan 

Pemberdayaan Ormasyang 
Kelurah 

Melaksanakan Pokma,/ Polcma>I Pol<masl 
7 01 03 2.02 03 03.2 Masyarakat di 

Pemberdayaan 
1 

Onnas 
166.035.800 1 

G-mas 
166.035.800 1 Orme, 

372.071 .800 Lurah an 
Ke/urahan Pogok 

Masyarakat di Kelurahan 
Pagak 

Panak 

Pemberdayaan Lembllga Persentase Laporan 
Kee. 

7 01 03 2.03 Kemasyarakatan Tlngkat Lembaga 100 'JI 145. 716.800 100 'JI 70.000.000 100 'JI 215.716.800 Camat Bejl Kecamatan Kemasyarakatan 

Peningkatan 
Jum/ah Lembage 

Lembaga Lembage Lembega 
Kemasyaral<atftfl yang Kee. 

7 01 03 2.03 03 Kapasitas Lembaga 
Ditingl<atk.an 

2 Kemasyer 48.955.800 1 Kemasyara 25.000.000 3 Kema&yar 73.955.800 Camat 
Beji 

Kemasyarakatan 
Kapasitasnya 

al<atan l<eten al<atan 
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Fesilltaai 
Jumlah Lapor&n FasililHI 

Pengembangsn Kee. 
7 01 03 2.03 04 

Usaha Ek.onornl 
Pengembangan UsahtJ 4 Lspon,n 96.761 .200 1 Loporon 45.000.000 5 Leporon 141 .761 .200 C.mat 

Bejl 
Masyarskat 

E1'.onomi Masyarakat 

Koordlnasi dan 
Slnkronlsasl 

,..,._, Laporan 

Pembllr1akuan -- 100 II 85.000.000 100 II 85.000.000 Camat Kee. 
7 01 03 2.05 l'Mll>arasan Keglaton 

. 
S.JI 

Pembatasan Kegla11n 
Masyarakat (PPKM) 

Mtayareket (PPKM) 

Pencegshsn Covld-1P 
Jumlah Dok.umen 
Pencegshsn Covld-19d/ Kee. 

7 01 03 2.05 01 di Tingkat Oest d•n Tmgkat Oe$a dan 
1 Ookumen 40.000.000 1 Ookumen 40.000.000 Camat 

Beji 
Kelurahan 

Kelurahan 

Penanganan Covid• Jumlah Dok.umen 

7 01 03 2.05 02 
1 Q di TingJrcat Dua Penanganan Ccvkl-10 di 

1 Ookumen 30.000.000 1 Ookumen 30.000.000 Camat 
Kee. 

dsn Tingkat Dess dan Beji 
Kelurahsn Kelurahan 

Pengadaan Jumlah Dokumen 
Pendukung Pengsdaan PendukUnQ 

7 01 03 2.05 04 
Pelaksanaan Pelaksanaan 

1 Ookumen 15.000.000 , Dokumen 15.000.000 Camat 
Kee. 

Penanganan Covld- Pensnganan Covkl-19 di Beji 
19 di Tingkat DH• Tingkat Dess dan 
den Kelurahan Kelurahan 

Pemberdayaan dan 
Persentase 

7 01 03 2.0I 
Kne]ahteraan Ketuarva 

Ktse]ahtltraan Kolua,va . 100 '16 100 'l(, Gamet Kee 
Tingkat Kocammn dan Bej, 
Keturahan Yang Monlngkat 

Pembentukan dan Jumlah Ke/- yang 
Penumbuhan Karaktef M«,gikuti Pombenlul:an 
Keiuarga MelaJui dan Penumbuhen 
Peningkatan Kentlder Ke/-
Kesadaran MtJlalu, Ptlningketan 
Masyarakat ■kan Keaedaran Masyarakat 
Pentingnyo ek.en Pentingny• Kee 

7 01 03 2.0I 01 Penghay■tan dan Penghoyotan den 
Keluarga Keluarga Gamet 

6eJI 
Pengamalan 

Pengomolan Pon<Nila 
Paneasll■ dalam 
SemueA-k do/am s.mue Aope/< 

Kehidupan Kehldupan 

Bermasyarakat, Bermeayeraket, 

Berbangsa, dan -ng••· den 
Bemegara &,rnegere 

Peningkat11n Jumlah 1<1,/IJMV• yang 
KeHdtnn Keluarge Menglkuti Pen/ngl<aten 
dslam /Hmbangun Kesadaran Keluerr,a Kee. 

7 01 03 2.06 02 Kerje Serna enter- dalam Membangun Kerjt, 10 Keluarga 10 Keiuarga Carnal Beji 
Ke/uerga, W"'IIO. don Same enter Ke/UMpo, 
Kelompol< Wa,pe, dsn Keiompol< 
MMyerel<at Meay,nlcet 

Peningkaten 
Jumleh Keluarge yeng 
Menglkuti Pw>lng_l<atan Kee. 

7 01 03 2.06 03 Ketehanen Pangan 
Ke/ehantn Pangan 

Keluarga Keluarga Gamat 
BeJ• Ke/uerr,a 

Ke/lJMV• 

Peningkaten Jumlah KelUMV• yang 
KeMdaran Ke/uwr,11 Meng/kuti Ponlngl<atan 
dalem Mewujudkan Kesed,nn KelUMV• 

7 01 03 2.06 05 
RumehSe/Jatden daktm Mewujudk.an 

10 Keluarga 10 K.,.uarga Gamet 
Kee. 

Layak Hun/•- Rumah Se/lat den Leyak Eleji 

Ke.saderan Hukum Huni .serta Ke.sedaran 
tantang Kepamilil<an Hukum tentana 
Rumeh KepemJlil<an Rum.h 

Potnlngl<atan 
Jum/lJ/r Ks/UMpa yeng 
Mengikuti Pw>ingketan 

Knadaran Kelua,pa 
Ke.sedaran Ke/urge 

dslem Pen/ngkatan 
de/em Pen/ngkotan 

Pendld/ken den 
Pendldlken rkln Kee. 

7 01 03 2.06 06 K..-mpllan untuk 
Ke/erampllan untuk 

Keluarga Keluarga Carnal Bej, 
Mewujudlctn Sumber 

Mewujudkan Sumbw' 
Deya Menu•la yang 

De,Yft Manu.s;. yana 
Berkualita.s dan 
&lrdeyaS./ng Serkuelita.s den Bllrdaye 

S,,ing 
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Penumbuhan Jum/ah Ke/uarpa yang 
K_,,,oran Ke/- Menglkutl Pw>umbuhan 
"-lam Peningkaten K..-n Ke/uarpa 
0.,,jat K .. ehar.n de/am Peningketan 

Kac 
7 01 03 2.06 07 Kei-vo"-n Derejal Ko/Mhoten 10 Kefuarga 10 Kelua'll" Carnal 

Bejl 
Ungkur,gon "-" Ke/uergo don Lingkungon 
_,...pl<an ,..,,,.,u Dengan -pkon 
H,dup &nih <lfm Pw>leku Hidup Bera/h 
s.hol dans.het 

Penumbuhan Jum/eh Ke/uergo yang 
K....ieranKel- MengiluJti Penumbuhan 
do/am Peningkaten K-. Ke/u"'flo 

7 01 03 206 06 
Toraf H,dup Ke/uergo "-lem Peningl<atan Toraf 

Keluergo Ketuarga camat Kac 
Melolul Kehidupen Hldup Ke/uergo mehtlui Beil --•i den 

KllhJdupen S,,,,,operea/ 
Pengember,gon don Pongembengon 
Elt.onomi Lemnya Ekonom1Lainnye 

Penumbuhan 
Jum/ah Ke/uergo yang 

Kesadaren Kelue,rga 
Mertgik.uti Penumbuhan 

7 01 03 206 08 do/em Peningkotan 
Kesadaran Keluarga 

Kolua<ga Kefuarga Comal 
Koc 

KuaHtas KeJNtanan 
dalam Peningk.etan Bep 

Lingkungon Hldup 
Kue/itN K--• 
Lingkungon Hidup 

PIIOOMM KOORDINAal -~ 
7 01 04 2.01 4 ~ DAN l<llllntraman din 

100 'II 211.111.870 100 'II N .902.IOO 100 'II 109.452.IOO 100 'II - .1182.110 camot 
Koc. 

KETERTIIWI UMUM -banUmumYa"9 Boji -1-
Koordlnasl Upaya 

Persentase Jumlah Penyefengaraan 
Fasllttast dan 100 'II 2"3.696.~70 100 'II 85.702.800 100 'II 99.452.800 100 'II 428-852.170 Camat Kee. . 

ketentraman dan Bej l 
Ketertlban umum Koordlnasl 

Sinerr,itas denoan 
Jumlah Lapaan Hasil 
Sinerriitas dengan 

Kepolisian neoare 
Kepolisian Negara 

republik indonesia 
Republik Indonesia, Kee. 

7 01 °' 2.01 01 tentera nasJon•I 
Tentara Nasional 

5 Kegtatan 9.050.000 5 Laporan 15.000.000 5 Laporan 24.050.000 Carmiit Beji 
Indonesia dan 

lndon&ia dan lnstansl 
lnstansi Vertikal d i 
wilayah Kecametan 

Vertikal di Wilayah 
Kecematan 

Harmonisa.,i Jumlah Lapaan 
Hubungan Oeng1n Pelak&enaan 

Kee. 
7 01 °' 2.01 02 To/coh Agama dan Harmonisa&i Hubunt;Jan 2 Laporan 243.696.570 2 24.452.800 2 L1poran 24.452.800 2 Laporan 292.602.170 Camat 

Beji 
Tolcoh Ma,y8'1kal dongan Tolcoh Agamo 
Tingkat kecafNtan dan Tokoh Masyarelutt 

Harmonisasi Jumlah Lapaan 
Kolunih 

Hubungan Der,oen Pelabanaan 
an 

7 01 04 2.01 02 02.1 Tolcoh Agama den Harmonisa&i Hubunt;Jan 1 Laporan 29.700.000 1 L1poran 30.000.000 1 l aporan 59.700.000 Lurah 
Glangga 

Tokoh Masyarakat di dongan Tolcoh Agamo 
Kelurahen Glanggang den Tolcoh Masyl!nkttl 

ng 

Harmonisasi Jumlah Leporan 
Hubungan Oet,gon Pelaksanaan Kelurah 

7 01 04 2.01 02 02.2 Tolcoh Agsmo don Harmonisesi Hubungan 1 Laporan 22.500.000 1 Laporan 30.000.000 1 Laporan 52.500.000 Lurah an 
To/coh Ma,yarokal di dengen Tol(.oh Agama Pagak 
Ke/urahan Pagok dan Tol<oh Masyarakat 

Koordlnasi Penerap1n 

7 01 04 2.02 
dan Penegakan Petaturan Jum/1111 Fu#lrNl dMI 

1 Laporan 19.~ .000 1 Laporan 1.200.000 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 30.700.000 camat Kee. 
Daerah dan Peraturan Koordinasl Bejl 
Kepala Oaerah 
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KoordiM silSinql 
Jumlah Laporen 
KOOfdinasVSiflerg; 

Dengan PerangMI 
der,gan Perangl<at 

Dae,ah Yong TUQ41s 
DNrah yang Tugi,3 d~n Dan Fungsinytt di 
Fungsinya di Bkiano Kee. 7 01 04 2.02 01 Bidang f'eneg•kon 
Penegakan Psreturan 

, Laporan 18.500.000 , Kegiatan 1.200.000 , Leporan 10.000.000 1 Laporan 30,700.000 Camat 
Beji Peraturan Penmdong-

Perundang-Undangan undangan da!IAtau 
dan/atau Kepo#s ian 

Kepolisisn Neg.,. Ner/"'8 Republik 
Republik lndonflll 

Indonesia 

C ~:OGRAM PEMBINAAN DAN ---,,.,,,.._,y.,,, Koc. 1 01 .. P!NCIAWASAN 100 ll 100 ll cam.t 
PIMl!IUNTAHAN DESA -Temodlp Bell _,._,o_ 

Fasllitasl, Rekomendasl 
dan Koordinasi 

Persentase Jumlah Kee. 7 01 06 2.01 Pembinaan dan 2 Camat 
Beji Pengawasan Koordinnl 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Penyusunan 
Jumlah Dokumen yang 
Difa.sHita:1i dafam rang1<1 

7 01 06 2.01 01 
Peraturan Desa dan 

Penyusunan Pereturan Dokumen Dokumen Peratura'n Kepala 
D&a den Pereturen Deaa 
KepaleDasa 

Fasilitasi Adm,nl1trasi 
Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dslam rangka Kee. 7 01 06 2.01 02 Tata Pemerintahen 
Administrasi Tata 2 Dokumen Dokumen Camat 

Beji Dess 
Pemerintshan Des& 

Jumleh Dol<umen yang 
Fasl/1tHi Pengelolaltn Difesilitaai dalem rangk• 

7 01 06 201 03 
Keuengen Del• den P,,ngeloiaan Keue-

Dokumen Dokumen Penc»yagunaen A.set De.sedan 
Dess -yagunaan Asal 

°""" 
l'Mifitasl Penarapan 

Jumleh Laporan 11silit.esi 
de/am rangka Penerapan 

7 01 06 2.0t 04 
den f'eneg•Mn 

den Penegellan Laporan Laporan Peraturan Porundang-
Peraturan Porundang-

Undengan 
Undaf198n 

FesiltlHi Jumlah Dokumen 

7 01 06 2.01 06 
Pelel<aeneen Fflilltasi delttm rangka 

Ookumen Ookumen P<,m/1/hanKepale Pelaksaneen Pemilihen 
Des• KopelaDesa 

Fasi/itasl Jumlah Dokumen 
PeMMenNn Tugas Fesilitui delem rangl<a 

7 01 06 2.01 07 den Fungsl Baden Pelaksanaan Tugu den Dokumen Dokumen 
Pemwayew.,.tan Fungsi Ba,dan 
Dess Pennu.syawaretan One 

3.138.8211.900 6.243.949.- S,7'U7UIIII D.1180.436.5211 8.291.890.8211 17.MS.803.2110 



6.2 Indikator Kinerja 

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk 

memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan 

berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan 

akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah 

pemecahan masalahnya. 

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Beji berdasarkan pada 

pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 

tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri 

sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan 

hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Beji disusun dibatasi dengan 

menggunakan indikator keluaran. 

6.3 Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Beji 

adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi / UPT I UPTD dan elemen 

masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan 

Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan 

Beji, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi 

masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan 

partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga 

sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Beji 2019-2023, sebagaimana 

pada Tabel 6.1 sebagai berikut : 

6.4 Pendanaan Indikatif 

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan 

Beji bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan. Namun bagi Instansi 

lain seperti UPT Pertanian, Petemakan, Pendidikan mendapat dana dari 

APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya. 



BAB. VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Beji mengacu pada 

tugas pokok dan fungsi SK.PD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2019-2023 sebagai berikut: 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR TUJUAN 

/SASARAN 

1 
Meningkatnya Pelayanan Indeks Kepuasan 

Publik yang Prima Masyarakat(IKM) 

Meningkatnya Kualitas Persentase Jenis Pelayanan 

Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas 

Meningkatnya Pemberdayaan 
Persentase Desa/Kelurahan 

Masyarakat dan Pembinaan 
yang Telah dibina 

Pemerintah Desa/Kelurahan 

Meningkatnya Ketentraman Persentase Konflik yang 
dan Stabilitas Masyarakat tertangani di Wilayah 
Kecamatan Kecamatan 

Meningkatnya Kualitas 
Nilai SAKIP Kecamatan 

SAKIP Perangkat Daerah 

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Kecamatan Beji yang mengacu pada tujuan 

dan sasaran RP JMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tebel 7. 1 

sebagaimana berikut : 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Kecamatan Beji 



JNDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Kondiai Klnerja Pad& Awai Tar1et Capaian Setlap Tahun Kondiai Klnerja Pada 
No SuaraD Inclikator Periode RPJMD akhir periode RPJIID 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 (2023) 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Nilai Sakip Kecamatan 60,00 61,00 62,25 o/a o/a o/a 63,50 
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 

1 
Pemerintahan di Kecamatan 

1 2 
Indeks Kepuasan Masyarakat 

o/a 88,50 87,14 87,14 85,25 o/a o/a . (IKM) 

2 
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

2.1 
Persentase Jenis Pelayanan yang 

o/a n/a n/a 87,50% 88,00% 88,50% 88,50% 
Kecamatan Berkualitas 

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Persentase Kelompok Masyarakat 
o/a n/a o/a 65,00% 70,00% 75,00% 75,00% 3 

Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan 
3 

.1 yang T elah dibina 

Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Persentase Konflik yang tertangani 
n/a n/a o/a 100% 100% 100% 100% 4 

Masyarakat Kecamatan 
4

·
1 

di Wilayah Kecamatan 

5 
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat 

5.1 Nilai SA.KIP Kecamatan n/a n/a n/a 70,00 71 ,00 72,00 72,00 
Daerah 



BAB. VIlI 

PENUTUP 

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi nilai-nilai clan tujuan bersama 

dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ). Untuk mewujudkan tujuan 

bersama tersebut, kita mengerahkan segala kemampuan clan sumber daya yang kita 

miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita wujutkan dengan 

menyusun Renstra Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Sebagai Dokumen induk 

perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja 

Tahunan Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. 

Renstra Strategis ( Renstra ) Perubahan Kecamatan Beji merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( 

RPJMD ) Kabupaten Pasuruan dan merupakan dokumen induk Perencanaan 

Pembangunan bagi Kecamatan Beji. Rancangan tersebut kemudian dibahas dalam 

Musrenbangkab untuk mematangkan atau memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah ( RKPD ). Dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Beji, 

selain harus mempedomani Renstra Kecamatan, Pimpinan Satuan Kerja juga 

mempertimbangkan basil Musrenbangkab atau RKPD final. Renstra Kecamatan Beji 

juga merupakan dasar evaluasi clan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja 

tahunan clan lima tahunan serta catatan clan harapan Kepala SKPD. 

Perencanaan Stategis ( Renstra Perubahan ) ini juga disusun untuk 

menjamin keterkaitan clan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, pada akhimya segala sesuatunya 

harus dilaksanakan dengan tindakan karena Rencana Strategis saja tidak cukup. 

Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk 

melaksanakan kegiatan kita sesuaikan dengan Rencana Strategis Perubahan yang 

telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta 

masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan 

berjalan lebih lancar. 

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Perubahan Kecamatan Beji 

ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan ketertiban dan 

Keamanan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Beji. 

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan 

bimbingannya kepada kita semua, amin. 

TELAH DITELITI 

Pejabat BUPATI PASURUAN,

 ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Camat Beji 

KabagHukum 

Sekretaris Camat Beji 

Kabid PPM Bappelitbangd 




